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MOTTO

"Orang bijaksana akan menjadi
Majikan dari Pikjrannya
Orang Bodok akan menjadi Budaknya”'

' Diambil dari buku David ). Schartz berjudul “Berpikir dan Berjiwa Besar”, 1996, Hal 10,
Binarupa Aksara, Jakarta
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RINGKASAN

Penulisan  sknpsti 1m begudul  KAJIAN  YURIDIS TENTANG
PERJANIIAN MEMINJAM UANG DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DI
KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WA TAMWIL TUMANG DI
KABUPATEN BOYOLALI Permasalahan yvang diajukan yaitu berkaitan dengan
mekanisme perjanjian bagi hasil di KSU “"BMT TUMANG”, serta upaya
penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternyata pihak
anggota (nasabah) mengalami kerugian.

Penulisan skripsi ini mempunyal dua tujuan, yaitu tujuan umum dan
Khusus. Secara umum  untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
serta untuk mengembangkan ilmu atau teori yang didapat selama proses belajar
mengajar di bangku perkuliahan.

Secara khusus penulisan sknipsi ini untuk mengetahui secara rinci
mengenal mekanisme perjanjian bagi hasil antara pihak anggota (nasabah) dengan
pihak KSU “BMT TUMANG”, serta mengetahui upaya penyelesaiannya jika
dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternyata pihak anggota (nasabah)
mengalami kerugian.

Metode yang digunakan adalah metode Yunidis Empiris, dimaksudnya
1alah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang
nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Bahan hukum
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.
Sedangkan pengumpulan bahan hukum menggunakan studi lapangan dan studi
pustaka,

Menganalisa bahan hukum dan permasalahan digunakan metode kualitatif
Hal mana berarti vang utama menjadi perhatian adalah untuk dapat memahami
sifat-sifat fukta atau gejala vang benar-benar berlaku dalam masyarakat, jadi yang
penting bukan kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangan tetapi kaidah-
kaidah prilaku dalam kenyataan masyarakat. Kemudian ditarik suatu kesimpulan

dengan metode deduktil], yvaitu suatu proses penankan kesimpulan yang dimulai

Nifl
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dar suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat
khusus,

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh suatu kesimpulan, bahwa untuk
mendapatkan pembiavaan, nasabah harus melaui mekanisme vang telah
ditentukan oleh KSU “"BMT TUMANG™, vaitu berupa prosedur atau tahapan-
tahapan, Tahapan tersebut adalah (1) permohonan, (2) survey, (3) persiapan
realisasi, {4) realisasi pembiayaan. Didalam proses imi harus berpegang teguh pada
prinsip-prinsip perbankan syari’ah islam yang berlaku.

Solusi jika nasabah mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya,

harus diketahui terlebih dahulu sebab-sebab kerugiannya. Kerugian bisa karena

laktor Kesalahan mucdhorib (nasabah) atau faktor diluar kuasa mudhorib itu sendiri
(misalnya force mayor). Kerugian disebabkan oleh kesalahan mudhorib, maka
mudhorib hanya diwapibkan untuk mengembalikan biaya pokoknya saja, vaitu
sejumlah yang dipinjam dari KSU “BMT TUMANG”, sedangkan pelunasannya
diambilkan dari penjualan atas jaminan yang dijaminkan kepada KSU “BMT
TUMANG”. Dan apabila kerugian disebabkan diluar kuasa mudhorib, maka
kerugian ditanggung oleh shohibul maal (KSU “BMT TUMANG™).

Saran yang diberikan oleh penulis adalah hendaknya KSU “BMT
TUMANG™ dalam menjalankan operasionalnya konsisten dalam menggunakan
kaidah syari’ah islam, mengingat dilihat dari namanya, koperasi tersebut
mencerminkan identitas islam. Dengan begitu nama islam bukan dijadikan
scbagai nama saja. Kemudian mengingat belum adanya peraturan yang memadai
mengenal lembaga keuangan syari’ah, maka KSU “BMT TUMANG” harus
membuat kebijakan yang sesuai dengan syari'ah islam, Dan pemerintah harus
segera membuat peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur khusus
tentang lembaga keuangan syari’ah, karena peraturan yang ada selama ini dinilai

kurang memadai

Xy
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BAB 1 NGBS /N
PENDAHULUAN N Gy, e

1.1 Latar Belakang *‘H..

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan cita-cita bangsa
Indonesia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pembangunan di segala bidang
harus selalu dilakukan secara kontinyu. Salah satu kegiatan pembangunan yang
sanpat penting peranannya dan sangat menunjang terwujudnya cita-cita tersebut
adalah dengan meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu wujud usaha vang terus menerus digalakkan oleh pemerintah
dalam membangun perekonomian adalah kegiatan usaha dalam bentuk koperasi.
Hal ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagaimana yang
tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33, yaitu:

(1 Perckonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan,

(2)  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasal hajat hidup orang banvak dikuasai oleh negara,

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat,

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ckonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.

[Jalam Penjelasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal
33 sebelum amandemen, dijelaskan bahwa tercantum dasar demokrasi ekonomi,
produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan
anggota-anggota masyarakat. Kesejahteraan masvarakatlah vang diutamakan,
bukan kesejahteraan orang-seorang. Oleh karena itu perekonomian disusun

sebagal usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, Bangun yang sesuai

dengan itu adalah koperasi.
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Usaha koperasi di dalam prakteknya bukan hanya sekedar mencukupi
kebutuhan anggota koperasi dan memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi
saja. akan tetapi vang lebih penting dalam usaha pengembangan koperasi adalah
membangun mental khususnya anggota koperasi, dan masyarakat pada umumnya,
supaya mercka dapat mandin dalam mengatasi segala persoalan.

Pembangunan dan pembinaan suatu wadah koperasi seharusnya dilakukan
mulai dari usaha vang paling bawah, vaitu berupa kesadaran anggota masyarakat
untuk melakukan suatu usaha dalam meningkatkan kesejahteraan khusunya dalam
bidang ekonomi. Hal terscbﬁt telah dan sedang dilakukan oleh sebagian anggota
masyarakat. Salah satunya adalah terbentuknya Koperasi Serba Usaha “BAITUL
MAAL WA TAMWIL TUMANG™ (yang selanjutnya disebut dengan KSU “BMT
TUMANGT), koperasi im bergerak dibidang usaha barang maupun jasa, Koperasi
ini telah berdiri sejak tahun 1999, Dalam pendiriannya koperasi ini didasarkan
pada Akta Notaris BH: /BH/KDK.11.25//TV/1999 pada tanggal 10 April 1999,

Salah satu bentuk usaha koperasi ini adalah melayani simpan pinjam.
Dalam usaha simpan pinjam, KSU “BMT TUMANG” menggunakan sistem
syar'ah 1slam. Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar KSU “BMT
TUMANG” Bab [II tentang Usaha Pasal 3 ayat (1) poin a, yaitu: "Unit Simpan
Pinjam sebagai Unit Usaha Otonom, bentuk operasionalnya menggunakan sistem
syari’ah, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau
Peraturan Khusus”, Sistem syari'ah islam im dipilih karena lebih sesuai
diterapkan, karcna sebagian rakyat Indonesia berapama islam.

Masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dana, dapat menggunakan jasa
koperasi in1 melalu sektor 5fmpan pinjamnya. Dalam hal ini masvarakat dapat
mengajukan peminjaman dana dalam bentuk pembiayaan (dalam perbankan
konvensional disecbut kredit) kepada KSU “BMT TUMANG”, Pembiayaan ini
dapat diagjukan oleh masyarakat untuk keperluan usahanya dengan sistem bagi
hasil, dimana masyarakat akan membagi keuntungannya kelak setelah usahanya
dilakukan. Pembiayaan ini dilakukan oleh pihak KSU “BMT TUMANG” dengan
pithak anggotanya (nasabah) melalui perjanjian (akad). Perjanjian (akad) tersebut

misalnya dalam bentuk mudhorebah, dimana dalam hal ini pihak KSU “BMT
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TUMANG sebagal pemodal (dalam sistem perbankan syari’ah disebut dengan
shohibul maal) memberikan pinjaman modal berupa dana sebesar 100% (seratus
persen) kepada nasabah (mudhorib) untuk keperluan usahanya. Dalam perjanjian
(akad) pembiayaan im1 berlaku peraturan berdasarkan sistem syari’ah islam,
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis
lebih mendalam mengenal perjanjian meminjam uang atau pembiayaan dengan
mengambil judul "KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANIIAN MEMINJAM
UANG DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DI KOPERASI SERBA USAHA
BAITUL MAAL WA TAMWIL TUMANG DI KABUPATEN BOYOLALI™,

1.2 Ruang Lingkup

Konsistensi pembahasan dalam penulisan skripsi ini harus dijaga, untuk itu
diperfukan adanya pembatasan dari permasalahan vang akan dibahas. Ruang
lingkup penulisan skripsi ini terbatas pada mekanisme perjanjian bagi hasil di
KSU "BMT TUMANG", dan upaya penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan

perjanjian bagi hasil ternyata pihak anggota (nasabah) mengalami kerugian.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang digambarkan dalam latar belakang diatas, maka
dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut:
I. Bagaimana mekanisme perjanjian bagi hasil di KSU “BMT TUMANG™?
2. Bagaimana upaya penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan perjanjian bagi

hasil ternyata pihak anggota (nasabah) mengalami kerugian?

1.4 Tujuan Penulisan

Suatu penubsan diperlukan adanya arah yang jelas mengenai hasil yang
akan dicapai, untuk ttulah ditetapkan adanya suatu tujuan, Adapun tujuan
penulisan skripsi ini mencakup dua hal :
41 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :
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a, Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,

b. Untuk mengembdngkan ilmu atau teori yang didapat darn proses belajar
mengajar di bangku perkuhiahan agar dapat diterapkan dan bermanfaat
bagi masyvarakat.

[ 4.2 Tujuan Khusus
Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan khusus, yaitu

a. Untuk mengetahui secara rinci mengenai mekanisme perjanjian bagi hasil
di Koperasi Serba Usaha "BAITUL MAAL WA TAMWIL TUMANG™,

b, Untuk mengetahui upaya penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan
perjanjian  bagi hasil ternyata pihak anggota (nasabah) mengalami

kerugian.

1.5 Metodologi Penulisan

Kebenaran suatu penelitian memerlukan metode penulisan yang tepat,
karena metode penulisan sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sebagai
pedoman dalam melaksanakan analisa terhadap data-data dari penelitian untuk
menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metodologi
pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan
mempelajari, menganalisa dan  memahami  lingkungan-lingkungan yang
dihadapinya. (Soerjono Soekanto, 1986:6)
1.5.1 Pendekatan masalah

Penulisan skripsi ini, dalam hal pendekatan masalah menggunakan metode
Yuridis Empiris, yang dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang
diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup
dalam masyarakat (Hilman Hadikusuma, 1995:61).
1.52 Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Data Primer
Data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama,

dar sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang
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Li)

lain. Data tersebut berupa data aktual yang didapat dari penelitian di
lapangan dengan berkomunikasi di tempat penelitian dilakukan, misalnya
dengan wawancara (Hilman Hadikusuma, 1995.65). Dalam hal im
wawancara dilakukan secara langsung denpgan pihak KSU “BMT
TUMANG”, kemudian data yang diperoleh dari wawancara tersebut akan
diolah dan disusun untuk kemudian dianalisa.

Data Skunder

Data skunder adalah data vang diperoleh peneliti darn penelitian
kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan
pengolahan orang lain, vang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau
dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi
peneliti. (Hilman Hadikusuma, 1995.65).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan suatu penelitan di lapangan untuk
memperoleh data primer yang dapat ditemukan, misalnya melalui proses
wawancara. Dalam hal ini mengadakan wawancara dengan pihak yang
berkompetensi pada saat penelitian langsung, yaitu dengan pihak KSU
“BMT TUMANG” Kabupaten Boyolali, dalam hal ini wawancara
dilakukan dengan Bapak Adib Zuhairi, S.Sos. selaku Manajer Umum KSU
"BMT TUMANG”., Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk
memperoleh  keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk
mengumpulkan keterangan tentang kehidupan mereka serta pendapat-
pendapat mereka. (Burhan Ashshofa, 1998.95),

Studi Pustaka

Studi pustaka atau literatur merupakan suatu cara untuk mendapatkan data
skunder dengan cara mempelajari dan menganalisa buku-buku sebagai
literatur yang berhubungan dengan permasalahan, menelusuri peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi, makalah, dan media massa yang

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Tujuan dan kegunaan studi
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kepustakaan adalah untuk menunjukkan jalan keluar atas permasalahan

vang ada dalam penelitian. Melalwi studi literatur akan diperoleh gambaran

maupun informasi mengenai penelitian, mendapatkan metode, tehnik atau
cara pendekatan pemecahan masalah yang digunakan, (Bambang

Sunggono, 1997:115).

[.54 Analisa Data

Penulis dalam melakukan analisa data, menggunakan metode kualitatif,
dimana analisa kualitatif ini ditujukan terhadap data yang sifatnya kualitas, mutu
dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat. Hal mana berarti yang utama
menjadi perhatian adalah untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang
benar-benar berlaku, bukan yang hanya dikehendaki berlaku (positil) secara
ekplisit tetapr implisit, vang memasyarakat (sosiologis), Jadi yang penting bukan
kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangan tetapi kaidah-kaidah prilaku
dalam kenyataan masyarakat. (Hilman Hadikusuma, 1995,99)

Penarikan kesimpulan menggunakan studi dedukif, vaitu sualu proses
penarikan kesimipulan vang dimulal dan suatu permasalahan yang bersifat umum
menuju permasalahan yang bersifat khusus, yang mana cara berfikir dimulai dari
pokok permulaan dengan menguraikan semua hal yvang terkandung atau mungkin
dapat disusun atas dasar tersebut, sehingga seluruh jalan pemikiran tidak ada yang
bertentangan atau tidak serasi. (Hilman Hadikusuma, 1995;13)
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Koperasi Serba Usaha “Baitul Maal wa Tamwil Tumang” (KSU “BMT
TUMANG™) sebagai salah satu lembaga keuanpgan syari’ah non bank vang
berbadan hukum koperasi memberikan suatu produk jasa kepada nasabahnya
berupa pembiayaan (dalam perbankan konvensional dikena!l dengan nama kredit)
dengan berdasarkan pada pnnsip syvan’ah islam. Pembiayaan tersebut ada
bermacam-macam jenisnya, misalnya yaroh, mudhorobah, murobahah dan lain
sebagainya. Salah satu produk atau jenis pembiayaan vang paling diminati
masyarakat adalah pembiayaan mudhorobah.

Salah  satu  npasabah yang mengajukan permohonan  pembiayaan
mudhorobah kepada KSU “BMT TUMANG™ adalah Mr. X (identitas
dirahasiahan) yang berprofesi sebagai petani tembakau. Pada tahun 2002 tepatnya
di bulan Maret 2002, Mr. X mengajukan pembiayaan mudhorobah kepada KSU
“BMT TUMANG™ untuk keperluan usahanya, Mr. X tersebut mengajukan
pembiavaan dengan jumlah nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
sebagal modal untuk penanaman tembakau.

Perjanjian atau akad pembiayan mudhorobah yang disepakati oleh pihak
nasabah anggota dalam hal ini Mr, X dengan pihak KSU “BMT TUMANG", Mr.
X harus mengembalikan atau melunasi pinjamannya ditambah dengan bagi
hasilnya. Dalam perjanjian atau akad mudhorobah tersebut disepakati bagi
hasilnya 30% : 70%, vaitu 30% untuk shohibul maal (KSU “BMT TUMANG”)
dan 70% untuk mudhorib (Mr. X sebagai nasabah anggota), Pembagian tersebut
dibagi dari hasil usahanya bukan dari jumlah modal yang dipinjamkan oleh pihak
KSU “BMT TUMANG™ kepada Mr, X

Pada akhir tahun 2002 pabrik tembakau yang biasa disetori oleh Mr. X
tersebut mengurangi pembeliannya karena harga pasar yang menurun tajam.
Harga pembelian tembakau oleh pabrik pada tahun 2002 mengalami kemerosotan

dibanding pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2001. Tahun 2001 harga tembakau
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vang dikeluarkan oleh pabnk mencapai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah), sedangkan tahun 2002 hanya mencapai Rp. 150.000,00 (seratus lima
puluh ribu tupiah) sampai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan adanva penurunan harga tersebut Mr. X mengalami kerugian.

2.2 Dasar Hukum
Menganalisa suatu permasalahan memerlukan suatu dasar hukum sebagai
landasan yunidisnya, Maka dalam penulisan skripst ini menggunakan landasan
yuridis :
I. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
a, Pasal 1233
Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena
undang-undang.
b. Pasal 1234
Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk
berbual sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
c. Pasal 1313
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dininya terhadap satu orang lain atau lebih.
d. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperjukan empat syarat
. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.

¢, Pasal 1338
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya

Id

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal |
angka 1.

“Koperasi adalah badan usaha vang beranggotakan orang seorang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
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prinsip koperast sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas asas kekeluargaan™

3. Al Qur’an Surat !\:i-maidah ayat :1
“Ha1 orang-orang vang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu”™

4. Akad pembiayaan mudharabah antara pihak anggota (debitur) dengan
pihak Koperasi Serba Usaha “Baitul Maal wa Tamwil Tumang™ Boyolali.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal (Subekti, 1994:1). Menurut Budiono Kusumohamidjojo (1998:5), bahwa
perjanjian disebut juga dengan kontrak, yaitu suatu persetujuan diantara dua orang
atau lebth orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu hal khusus. Suatu kontrak memiliki unsur-unsur para pihak
yvang berkompeten, pokok-pokok vang disetujui, pertimbangan hukum,
persetujuan timbal balik dan kewajiban timbal balik.

Pengertian perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad (1992:8), suatu
perjajian adalah suatn persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan,
Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan penjelasan tentang
arti dari perjanjian, bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling
berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.
Perjanjian sebagai suatu peristiwa yang konkrei atas suatu hal yang dilakukan oleh
para pihak dalam perjanjian itu, Para pithak vang telah sepakat mengenai hal-hal
yvang telah diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya,
Suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yaang sering disebut

denpan perikatan (verbintenis).
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Unsur-unsur dalam perjanjian antara lain :

Unsur Essentialia, adalah merupakan syarat sahnya perjanjian,

Unsur Naturalia, ‘adalah unsur yang melekat pada perjanjian,

Unsur Accidentalia, adalah unsur yang harus dimuat secara tegas dalam
perjanjian (misalnya: tempat penyelesaian sengketa apabila dikemudian
han terjadi masalah diantara pihak tersebut).

Perjanjian selain mengandung beberapa unsur diatas juga terdapat

beberapa asas, yaitu :

1.

tud

Asas Kebebasan Berkontrak

Asas 1m mengandung pengertian bahwa setiap orang boleh membuat
perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur didalam undang-
undang, tetapi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang yang berlaku.

Asas Ttikat Baik

Ada dua pemlalan, vaitu :

a. Penilaian Subjektif, yaitu penilaian kejujuran seseorang dalam
melakukan suatu perbuatan hukum, yang terletak pada setiap batin
seseorang pada waktu diadakan perjanjian tersebut.

b. Penilaian Objektif, yaitu bahwa pelaksanaan perjanjian harus
didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan
sesual dengan yang patut di masyarakat. (Abdulkadir Muhammad,
1992:98)

Asas Konsensualisme

Maksudnya adalah bahwa perjanjian terjadi atau ada sejak tercapainya kata
sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. (Abdulkadir
Muhammad, 1992:85).

Asas Pacta Sunt Servanda

Dalam hal ini berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian, yang
berarti bahwa perjanjian dibuat untuk ditaati oleh pihak-pihak pembuatnya

sebagal undang-undang. Dalam hukum positif Indonesia asas ini dapat kita

Jumpai pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
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2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian
Menurut ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
syarat sahnya suatu perjanjian adalah :
|, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Hal 1n1 dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus
sepakat mengenai hal-hal vang tertuang dalam pokok perjanjian yang

berupa objek dan syarat-syarat perjanjian.

I

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum,
yaitu apabila seseorang telah dewasa dan tidak dibawah pengampuan
(sesual pasal 1330 KUH Perdata). Akibat hukum ketidakcakapan dalam

membuat perjajian adalah bahwa perjanjian yang lelah dibuat dapat

dimintakan pembatalannya kepada hakim dikemudian harinya.
3. Suatu hal tertentu
Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian yang harus
jelas dan dapat ditentukan, karena schagai pokok penamjian dalam
pemenuhan suatu prestasi,
4. Suatu sebab vang halal
Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian itu tidak boleh bertentangan
dengan kesusilan, ketertiban umum dan tidak dilarang oleh undang-
undang
Hal berakhirnya suatu perjanjian, tidak diatur tersendiri dalam undang-
undang tetapi hal tersebut dapat diambil inti sari dari beberapa ketentuan dalam
undang-undang, yaitu ;
I. Pihak sendiri dapat menentukan bahwa perjanjian akan berlaku untuk waktu
tertentu, vaitu :
a. Undang-undang adakalanya menentukan maksimum waktu berlakunya
suatu perjanjian,
b. Para pihak atau undang-undang juga dapat menentukan bahwa

sekalipun perjanjian dibuat untuk waktu yang lama tetapi kalau ada
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kejadian tertentu maka dengan sendirinya perjanjian tersebut akan
berakhir.

2, Dengan pemyataan menghentikan perjanjian (opzegging) yang dapat
dilakukan oleh kedua ..belah pihak atau sepihak saja. Opzegging hanva ada
perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara.

2.3.3 Macam-macam Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,
baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit
pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga
pembiayaan seperti bank syari’ah kepada nasabah, (Muhammad, 2002:260)
Berdasarkan pengertian tersebut maka pembiayaan dapat digolongkan ke
dalam dua jems, yaitu
I. Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk
memenubi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha

produksi, pangan maupun investasi,

b3

Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi
kebutuban konsumsi yang habis pakai (Muhammad Syafi’i Antonio,
2001:160).

kKebutuhan konsumst yang dibiayai pada umumnya dibedakan menjadi :
1. Kebutuhan primer, adalah kebutuhan dasar manusia berupa makanan, pakaian

dan perumahan,

1o

Kebutuhan skunder, merupakan kebutuhan tambahan, yvang secara kualitatif
maupun kuantitatif lebih tinggi dari kebutuhan primer (Muhammad Syafi'i
Antomo, 2001;168).

Menurut Zainul Arifin (2000:145) dalam hal pembiayaan, bank dapat
berpartisipasi atau menyediakan pembiayaan bagi nasabah untuk melaksanakan
proyek atau memiliki assets dengan beberapa cara berdasarkan prinsip-prinsip
syari‘ah. Skema pembiayaan yang tersedia meliputi :

a. Mudhorobah,

b, Musyarokah,
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¢ Murobahah,

d. Bai'bitsaman ajil,
e ljarafh,

S Qordhul hasan.

Alokasi penggunaan dana pada lembaga keuangan syariah dapat
disalurkan kepada masvarakat dalam bentuk pembiayaan, Menurut Zainul Arifin
(2003:56) alokasi penggunaan dana bank syari’ah merupakan aktiva yang
menghasilkan (earning assets). Earning assets adalah berupa investasi dalam
bentuk :

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudhorabalt),
b, Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (musyarakah),
¢. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli (al bt ),
d Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (farah dan garah wa
wptina " jjarah mumahiah bi tamiik),
e. Surat-surat berharga syari’ah dan investasi lainnya.
2.3.4 Pengertian Dan Fungsi Jaminan

Kata agunan sering disebut juga dengan jaminan atau cellateral, yang
didalam prakiek bahasa Inggris dibedakan sebagai warranty dan guaranty.
Didalam prakiek memperlihatkan bahwa warramy berlaku secara aktif tanpa
harus dipicu oleh suatu keadaan atau tindakan, sedangkan guaranty berlaku
karena dipicu oleh suatu keadaan atau tindakan (seperti misalnya suatu keadaan
ingkar janji, cidera janyi atau defaudt), jadi dengan suatu syarat.

Dalam suatu perikatan, para pihak masing-masing menjamin pelaksanaan
kewajiban-kewajiban yang telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan dalam
kontrak perjanjian yang dibuat. Jaminan dapat bersifat aktif maupun pasif karena
bisa berupa kewajiban-kewajiban, yaitu :

1. tidak melakukan suatu tindakan hukum,

1=

melakukan suatu tindakan hukum,
3. udak membiarkan dilakukannya suatu tindakan hukum,

4. membiarkan dilakukannya suatu tindakan hukum.
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Pada prinsipnya jaminan itu ada beberapa macam, yaitu :
I. Jaminan menurul terjadinya :
a. Jaminan yang lahir karena undang-undang, vaitu jaminan adanya
ditunjuk undang-undang dan tanpa adanya perjanjian para pihak.
b. Jaminan vang lahir karena diperjanjikan, yaitu jaminan yang

adanya karena diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak.

-2

Jaminan menurut sifatnya ;

a. Jaminan bersifat wmum, yaitu jaminan yang diberikan bagi
kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur.

b. Jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan vang berupa barang
tertentu vang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutang dan
hanya berlaku untuk kreditur tertentu baik secara kebendaan
maupun perorangar,

¢. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu dengan adanya jaminan
benda tertentu schagai jaminan.

d. Jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang tertentu atau
pihak ke I vang sanggup membayar untuk memenuhi prestasi jika

debitur ingkar janji.

ed

Jaminan menurut objeknya :
a. Benda bergerak,
b. Benda tidak berperak.
4. Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya
a, Jaminan dengan menguasai bendanya,
b, Jaminan dengan tanpa menguasai bendanya;

Pasal 113] KUH Perdata menyebutkan mengenai hal piutang-piutang yang
diistemewakan, yaitu bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak
maupun tidak bergerak, baik vang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian
han, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

Pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan dalam hal kebendaan yang menjadi
jaminan bersama-sama bagl semua orang yang mengutangkan padanya,

pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut
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besar kecilnya piutang masing-masing, kecual apabila diantara para berpiutang
itu ada alasan-alasan vang sah untuk didahulukan.

Jaminan vang bersifat kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan
debiturnya, tetapi dapat juga diadakan antara kreditur dengan orang ketiga ymg
menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur, Pemberian jaminan
kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si
pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan kewajibannya dalam
perjanjian vang dilakukan diantara mereka. Memberikan suatu barang dalam
jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas suatu barang tersebut. Pada
asasnya yang harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik
atas barang itu dengan cara apapun juga.

Jaminan vyang bersifat perorangan dapat menimbulkan perjanjian
penaggungan {borgtochr), dimana dalam penaggungan tersebut ada pihak ketiga
(borg) yang akan menaggung apabila debitur (pihak kedua) tidak dapat memenuhi
kewajibannya (prestasi) atas suatu perjanjian yang dibuatnya, misalnya pihak
debitur yang tidak dapat meengembalikan pinjaman kreditnya kepada pihak
kreditur.

Pemberian jaminan kebendaan dapat menimbulkan suatu hak, yaitu:

a. Hak previlige, adalah hak vang diberikan undang-undang kepada kreditur
untuk lebih diutamakan dan kreditur lainnya, semata-mata berdasar sifat
perhutangannya (pasal 1134 KUH Perdata).

b. Hak retensi, adalah hak yang temasuk salah satu hak yang bersifat
memberikan jaminan, yang timbulnya karena undang-undang, yaitu hak
untuk menahan sesuatu benda sampat dengan suatu piutang yang bertalian
dengan benda 1tu dilunasi.

Menurut Subekti (1978;19) jaminan yang ideal adalah sebagai berikut

l. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang
memerlukannya,

2. Tidak melemahkan pencari kredit untuk meneruskan usahanya,
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3. Memberi kepastian kepada pencari kredit, dalam arti barang jaminan
setiap waktu tersedia untuk diekskusi, yaitu apabila perlu dapat dengan
mudah divangkan untuk melunasi utang si pemberi kredit.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa untuk mengurangi
resiko kerugian dalam pemberian kredit, maka keberadaan jaminan atas
pemberian kredit sangat diperlukan. Keberadaan jaminan dapat memberikan
keyvakinan kepada kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
melunasi piutangnya sesuai dengan perjanjian,

2.3.5 Pengertian Koperasi

Koperasi Indonesia merupakan suatu wadah untuk menyusun suatu
ckonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan serta
merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia, dengan tidak
memandang golongan, aliran maupun kepercayaan.

Koperasi berasal dari perkataan co dan operation, yang mengandung arti
bekerja sama untuk mencapai tujuan, Kemudian menurut Arifinal Chaniago
(1997:1) koperasi adalah suatu perkumpulan vang beranggotakan orang-orang
atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai
anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk
mempertinggi  kesejahleraan para angeotanva. Definisi tersebut mengandung
unsur-unsur bahwa;

I. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan
akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial,

2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama,

Lad

Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota
dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Istilah  koperasi menurut definisi hukum mempunyai fungsi untuk
menentukan ciri-ein khusus koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sah, untuk
membedakan koperasi dari bentuk-bentuk badan usaha yang lain dan menetapkan
dengan jelas terhadap tipe badan usaha yang mana hukum koperasai itu akan
berlaku. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad
(1987:26), yaitu ;
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“Koperasi dalam pengertian hukum adalah suatu perhimpunan orang-
orang yang keanggotaannya berubah-ubah yang didasarkan atas berdikan
untuk memajukan kepentingan ckonomis para anggotanya dengan
menjalankan usaha yang dimiliki bersama, dimana pemilik dan pengguna
atau pemakai usaha bersama itu adalah orang-orang yang sama (asas
identitas)”.

Menurut Hendrojogi (1998:78) koperasi adalah perkumpulan otonom dari
orang-orang vang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan
aspirast ekonomi, sosial dan budaya mercka yang sama melalui perusahaan yang
dimiliki dan diawasi secara demokrasi.

Pengertian koperasi menurul Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian pasal 1 angka | menyatakan: “Koperasi adalah badan
usaha vang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai perakan
ekonomi rakyal yang herdasarkan.atas asas kekeluargaan™. Selain pengertian
koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,
dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa ; “Perekonomian Indonesia
disusun secara usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan”.
Kemudian ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 sebelum amandemen
bahwa : * perusahaan yang sesuai dengan 1tu adalah koperas: ™,

Pengertian koperasi - tersebut  diatas menjelaskan bahwa koperasi
mempunyai peranan yang sangat vital atau penting dan berperan besar sebagai
wadah perekonomian dalam melaksanakan usaha bersama dan masyarakat,
khususnva masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang terbatas.
Dalam memajukan masyarakat pemerintah memperhatikan pertumbuhan dan
perkembangan koperasi-koperasi vang ada di Indonesia. Untuk itu pemerintah
secara langsung membantu, menumbuhkan, memelihara, mendorong, dan
membina koperasi-koperasi yang dibangun atas prakarsa rakyat sendiri.

Bentuk badan usaha kopersi berusaha unuk memenuhi serta mencukupi
kebutuhan anggotanya. Koperasi bersifat terbuka untuk umum, maksudnya setiap
orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau pada seseorang, dapat

diterima sebagai anggota koperasi.
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2.3.6 Macam-macam Koperasi

Macam koperasi dapat dibedakan menjadi dua, masing-masing dapat

dijelaskan sebapai berikut

a.

Single purpose cooperation atau koperasi unggal usaha, vaitu koperasi

vang hanya melakukan satu fungsinya saja dan menggarap satu jenis

barang sebagai objek kegiatannya.

Multy purpose cooperation atau koperasi serba usaha, yaitu badan hukum

koperasi yang menjelaskan beberapa fungsi, baik sebagai koperasi

produksi, koperasi konsumsi maupun koperasi kredit. Dalam hal ini

contohnya Induk Koperasi Pegawai Negen (IKPN) :

3

LIPS}

Selaku koperasi konsumsi, berusaha mencukupi kebutuhan para
anggotanya dalam berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari,

Selaku koperasi produksi menyelenggarakan usaha pabrik kaze sepeda,
terutama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya akan sepeda,
Selaku koperasi kredit, menyelenggarakan usaha simpan pinjam dan
usaha pengadaan perumahan bagi para anggotanva dengan sistem
kredit, (G. Kartasapoetra, 1989:3).
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3.1 Mekanisme Perjanjian Bagi Hasil Di Koperasi Serba Usaha “Baitul
Maal wa Tamwil Tumang”™
LLembaga keuangan syari’ah adalah lembaga keuangan yang aktivitasnya
meninggalkan masalah riba. Dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap
riba merupakan salah satu tantangan dunia islam dewasa ini. Suatu hal yang
sangat menggembirakan belakangan ini para ekonom islam telah mencurahkan

perhatian yang sangat besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem

bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika
islam.(Zainul Arifin, 2003:35).

Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi
vang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan
distribusi pendapatan. Mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut
dengan lembaga kenangan syari’ah didirikan untuk mendukung hal tersebut.
Perbankan Sy}iri’ah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik.
Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan
maupun non keuangan, Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga
atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut :

|. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis,
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan

kebangkrutan,

fad

Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan benikut bunganya

membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya,

4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh
usaha kecil,

5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha

kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan

bunga bagi mereka. {Zainul Arifin, 2003 :ﬁﬁ}_
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Sistem lembaga keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai
aturan vang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan
suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya
pembangunan suatu bangsa. Indonesia, yang mayoritasnya beragama islam tentu
saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya.
Termasuk diantaranya kegiatan keuangan vang dijalankan oleh setiap umat. Hal
ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ckonomi. Namun, di dalam
perjalanan  hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem
perckonomian yang bersifat sekuler.

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi

kebangkitan umat islam dalam berbagai aspek. Dalam sistem keuangan,
berkembang pemikiran-pemikiran vang mengarah pada reorientasi sistem
kevangan, vaitu dengan menghapus instrumen utamanya vaitu bunga. Usaha
tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan
prinsip-prinsip ajaran islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan
kebijakan,

Berbicara tentang peranan sesualu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi
dan kedudukan sesuatu 1tu. Diantara peranan perbankan syari‘ah (islam), adalah

I. Memurnikan operasional perbankan ke sistem syari’ah, sehingga dapat
lebih meningkatkan kepercayaan masyarkat,

2. Memngkatkan kesadaran syari’ah umat islam, sehingga dapat memperluas
sekmen dan pangsa pasar perbankan syari’ah,

3. Menjalankan kerjasama dengan para ulama, karena bagaimanapun peran
ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat islam

secara keseluruhan (Muhammad, 2002:15)

Di dalam praktek lembaga keuangan bank maupun non bank yang bersifat
formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan
masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan
tersebut terutama dalam penanggungan resiko dan biaya operasi, juga dalam
identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha

Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadi kekosongan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pada sekmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya kekosongan imi diisi
oleh lembaga keuangan non formal, termasuk yang ikut beropersi adalah para
rentemir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menaggulangi
kejadian-kejadian itu perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan
tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan
lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu bank umum syari’ah, BPR Syari’ah
dan Bawul Mal Wa Tanrwil, Sekarang vang sedang marak berkembang adalah
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).

Baitul mal adalah lembaga keuangan yang lebih mengarah pada usaha-
usaha pengumpulan dan penyaluran dana vang non profit, seﬁerﬁ zakat, infak,
shodaqoh. Baitul tamwil adalah usaha pengumpulan dan penyaluran dana secara
komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian vang tidak terpisahkan dari BMT
sebagair lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan prinsip
syarl ah, (Hen Sudarsono, 2003:84).

Pengertian BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua unit
usaha sekaligus dalam pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh serta perbankan
svari’ah. Bila salah satunya tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai BMT tetapi
Baitul Maal saja atau Baitul Tamwil saja.

Heri Sudarsono (2003:85) menyebutkan terdapat 4 peranan dalam
keberadaan BMT, antara lain ;

I. Memjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari’ah, dan aktif
melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem
ckonomi islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan dengan
cara-cara berinteraks: yang 1slami,

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap

aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro,

Lid

Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakal yang masih
tergantung rentenir, disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan
masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera,

4. Menjaga keadilan ekonomi masvarakat dengan distribusi yang merata.

BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang komplek vang
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dituntut harus pandai bersikap dan harus melakukan evaluasi dalam rangka

pemetaan skala priontas,

Operasional BMT harus berdasarkan prinsip-prinsip sesuai dengan
syari’ah. Heri Sudarsono (2003:85) menyebutkan bahwa dalam menjalankan
usahanya, BMT tidak jauh beda dengan BPR Syari’ah, yakni menggunakan
prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip bagi hasil, yaitu prinsip yang dipergunakan bank atau lembaga
keuangan yang sistem operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah,
Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dan peminjaman dengan BMT,

2. Sistem jual beli, sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam
pelaksanaan BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa
melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak
sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut
dengan ditambah mark-up.

3. Sistem non profit, sistem ini sering disebut sebagi pembiayaan yang
bersifat sosial dan non komersial. Dalam hal ini nasabah cukup
mengembalikan pokok pimjamannya. '

Karakteristik utama perbankan syari’ah adalah adanya sistem bagi hasil
atau nisbah. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan nama
profit sharing atau dapat diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing
adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu
perusahaan. (Muhammad, 2002:101).

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syari’ah
dan syari’ah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang
diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh
lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu, muncullah istilah bunga dan
bagi hasil. Kemudian dapat dijelaskan perbedaan bunga dan bagi hasil adalah

sebagai berikut ;
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Hal

Sistem bunga

Sistem bagi hasil

Penentuan besarnyva hasil

Yang

sgbelumnya

sebelumnya

ditentukan : Bunga, besamya nilai

| rupiah

Sesudah

sesudah ada untungnya

berusaha,

Menyepakati  proporsi
pembagian untung untuk
masing-masing pihak |

misalnya 50:50, 40:60,
35:65, dan seterusnya I

| Jika terjadi kerugian

| Ditanggung nasabah saja

Dihitung dari mana

Ditanggung kedua pihak, 'I

nasabah dan lembaga 'I

.!

Dari dana yang

' dipimjamkan, tetap

Dari untung yang bakal |
diperoleh, belum tentu

I
|
besarnya ‘
i

Titik pt:rhati_ér-i | Besarnya bunga  yang | Keberhasilan
provek/usaha " harus dibayar | proyek/usaha Jjadi
| | nasabah/pasti  diterima | perhatian  bersama
bank nasabah dan lembaga
Berapa besarnya Pasti: (%) kali jumlah | Proporsi (%) kali jumlah
pinjaman yang telah pasti | untung  vang  belum
diketahui diketahui =  belum
diketahui
Status hukum Berlawanan dengan QS. | Melaksanakan Q5.
| Lugman: 34 Lugman : 34

Sumber : Drs. Muhammad, M. Ag. yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan

landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan syari’ah secara keseluruhan.
Secara syari’ah prinsip berdasarkan pada kaidah a/ mudhorobah. Berdasarkan
prinsip ini lembaga keuangan syari’ah akan berfungsi sebagi mitra, baik dengan

penabung demikian juga dengan pengusaha vang meminjam dana.

Hubungannya dengan penabung, lembaga keuangan syan'ah akan

bertindak sebagai mudhorib (pengelola) sementara penabung sebagai penvandang
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dana (shohibul maal). Antara keduanya diadakan akad mudhorobah yang
menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak di sisi lain dengan
pengusaha/peminjam dana, lembaga keuangan svari’ah akan bertindak sebagai
shohibul maal (penyandang dana baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro
maupun dana lembaga keuangan syari’ah sendiri berupa modal pemegang saham).
Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai pengelola (mudhorib)
karena melakukan usaha dengan memutar dan mengelola dana lembaga keuangan
svari ah.

Pengembangan keuangan pada lembaga keuangan syari’ah kaitannya
dengan nasabah, tidak membatasi pada satu akad mudhorobah, Sesuai dengan

jenis dan sifat usahanya, ada yvang memperoleh dengan sistem pengkongsian,
sistem jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, Oleh karena itu, hubungan
lembaga keuangan syari'ah dengan nasabahnya menjadi sangat komplek. Karena
tidak hanya berurusan dengan satu akad namun dengan berbagai jenis akad.

Akad mudhorobah merupakan salah satu produk usaha dari KSU “BMT
TUMANG”. Dan sekian banyak pembiayaan yvang ditawarkan oleh KSU “BMT
TUMANG”, mudhorobah adalah yang paling banyak diminati oleh masyarakat,
sehingga pembiayagn mudhorobah menjadi andalan dan KSU = BMT
TUMANG™ untuk mendapatkan profit. Sebelum membahas mekanime perjanjian
dalam mudhorobah, terlebih dahulu diketahui hal-hal yang berkaitan dengan
mudhorobali, yaitu  pengertian mudhorobah dan  ketentuan vang  berlaku
didalamnya.

Menurut Muhammad Syafi’t Antonio (1999:171) mudhorobah adalah
akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sohibul maal)
menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa mudhorobah adalah
kerjasama antara penyedia dana (misalnya BMT) dengan pihak pengusaha yang
bertanggung jawab dalam mengelola dana/usaha. Dalam mudhorobah ini ada hal-
hal yvang berkaitan dengannya, yaitu :

. Pemilik modal tidak dibenarkan untuk mengikuti dalam pengelolaan

perusahaan, karena telah diserahkan kepada pengusaha.
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2. Hendaklah ditentukan prosentase pembagian keuntungan pada awal
perjanjian mudhorobah.

Mudhorobah terbagi atas dua jenis, yakmi yang bersifat tidak terbatas
(mutlagoh, wnrestricted) dan yang bersifat terbatas (mugayyadah, restricted), Pada
jenis mudhorobah yang pertama pemilik dana memberikan otoritas dan hak
sepenuhnya kepada mudhorib untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.
Pada jenis mudhorobah kedua pemilik dana memberi batasan kepada mudhorib.
Diantara batasan itu, misalnya adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-
pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, shohibul maal
dapat pula mensyaratkan kepada mudhorib untuk tidak mencampurkan hartanya
dengan dana al mudhorobah, (Muhammad, 2003:104)

Dalil tentang mudhorobah adalah hadist yvang diriwayatkan oleh lbnu
Majjah yaitu : “dari Suhaib R.A berkata : Rosululloh saw bersabda :"Tiga perkara
yang didalamnya terdapat keberkatan : (1) menjual dengan cicilan tangguh, (2)
mugorodhoh (nama lain darl mudhorobah), (3) mencampur gandum dengan
tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.”(Abdul Wahid Hasyim,
2003:15),

Menurut Syafi'i Antonio (1999:173) ada beberapa syarat dan rukun
mudhorabah, yaitu:

. Rukun
Rukun mudhorobah adalah sebagai berikul ;
a. Pemodal,
b. Pengelola,
¢. Modal,
d. Nishalt keuntungan (bagi hasil),

e. Sighat atau akad.

I

Syarat
Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus
dipenuhi :

a. Pemodal dan pengelola
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Dalam mudhorobal ada dua pihak yang berkontrak, yaitu penyedia dana

atau shohibul maal dan pengelola atau mudhorib, syarat keduanya adalah

sebagal berikut

|. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah
secara hukum,

2. Keduanya harus mampu bertindak scbagai wakil dan kaafil dari
masing-masing pthak.

. Sichot

Sighot harus sesuai dengan hal-hal sebag berikut

I, Secara ekplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak,
2, Sighot dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat

yang diajukan dalam penawaran,

(% )

Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara
tertulis dan ditanda tangani,
c. Modal

Modal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang),

2. Modal harus tunai,

Nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan tidak serta merta mendapatkan
dana yang diinginkan, tetapi harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh
KSU "BMT TUMANG™, KSU “BMT TUMANG” telah membuat suatu prosedur
pembiayaan yang disebut dengan System Of Prosedural (SOF). Prosedur tersebut
terdin dan beberapa tahapan. Antara lembaga keuangan syari’ah (LKS) dengan
LKS vang lainnya mempunyai prosedur vang berbeda-beda, terpantung dari
kebijakan masing-masing LKS tersebut Proses pengajuan pembiayaan atau
pelaksanaan perjanjian (akad) pembiayaan peminjaman uang untuk modal usaha
dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan mudhorobah) diatur dalam System Of
Prosedure yang dikeluarkan oleh KSU "BMT TUMANG",

Calon pemohon sebelum mengajukan permohonan pembiayaan harus
mempersiapkan terlebih dahulu persyaratan administrasi (sebagai lampiran
permohonan pembiayaan), tetapi sebelumnya pihak KSU “BMT TUMANG”
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melalui customer servicenya harus menjelaskan kepada pemohon mengenai
prosedur, mekanisme, persyaratan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan
permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut.

Tahap-tahap tersebut antara lain dapat dijelaskan sebagi berikut :
1. Permohonan

Pihak KSU “BMT TUMANG" harus memberikan penjelasan kepada
pemohon (calon nasabah) melalul customer servicenya. Kemudian setelah diberi
penjelasan calon nasabah harus mengisi formulir dan menandatangani :

1. Permohonan menjadi anggota KSU “BMT TUMANG™,

2. Permohonan pembiayaan vang akan diajukan,

Calon nasabah harus melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan
sebapai berikut : '
1. Menyerahkan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) suami istri yang

masih berlaku sebanyak dua lembar dengan menunjukkan aslinya,

[ R}

Menyerahkan foto kopi kartu keluarga (KK) yang masih berlaku atau surat
nikah sebanyak dua lembar dengan menunjukkan aslinya,
3. Menyerahkan foto kopi agunan rangkap dua, dalam hal agunan milik
orang lain maka harus ada surat kuasa bermaterai cukup,
4. Untuk badan hukum harus dilengkapi dengan :
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
¢. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
d. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU),
e. Laporan keuangan dua bulan terakhir,
f.  Poto kopi akta badan hukum,
g Susunan kepengurusan,
5. Surat pernyataan dari peminjam diatas materai sesuai dengan ketentuan
{untuk belum kawin),
6. Surat kesanggupan potong gaji dan atas langsung disertai dengan slip gaji ﬁ

terakhir atau rekening tabungan,
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Untuk agunan berupa kendaraan bermotor harus dilampirkan foto kopi
STNK dan BPKB yang berlaku, gesekan rangka dan gesekan nomor
mesin.

Hal yang harus dilakukan custemer service setelah persyaratan tersebut

dipenuhi oleh calon nasabah adalah sebagai berikut

I,

I

Melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan pembiayaan dan
kelengkapan persyaratannya,

Mencocokkan antara foto kopi berkas pengajuan (kelengkapan
persvaratan) dengan. yang aslinya dan memberitahukan kepada calon
nasabah untuk menunggu informasi yang berkaitan dengan pengajuan
permohonan pembiayaan lebih lanjut,

Mencatat permohonan pembiayaan ke dalam buku pemohon pembiayaan,
Permohonan tersebut disampaikan kepada manajer untuk diproses lebih
lanjut,

File calon nasabah dimasukkan ke dalam daftar proses pembiayaan dan
digolongkan ke dalam anggota baru atau lama.

Tahap berikutnya adalah proses pemeriksaan awal oleh Komite |, Komite I

adalah komite atau tim yang memeriksa layak tidaknya suatu usulan atau

permohonan pembiayaan untuk disurvey, Komite I ini terdiri dari :

1.

2

-
n_".

Surveyor,
Akuntansi keuangan,
Manager.

Tugas dari Komite I adalah menilai usaha dan jaminan secara awal yang

diajukan oleh calon nasabah. Berdasarkan berkas-berkas yang ada (berkas

pengajuan permohonan) Komite I menentukan layak tidaknya usulan permohonan

untuk disurvey. Setelah itu komite | menunjuk staff kantor guna melakukan

survey untuk meneliti ke tempat domisili dan tempat usaha calon nasabah. Perlu

diketahui kegiatan yang dilakukan oleh Komite I ini hanya merupakm survey awal

dari survey selanjutnya.
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2. Pemeriksaan ( Survey)

Proses pemeriksaan (survey) ini sepenuhnya menjadi fugas surveyor.
Surveyor adalah orang atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemenksaan ke
nasabah, menganalisa hasil survey dan membuat rekomendasi. Pada tahap ini
surveyor melakukan identifikasi calon nasabah melalm pihak ketiga, misalnya:
tetangga, teman, rekan seprofesi, saudara calon nasabah dan lain sebagainya,
Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukan pendataan tempat usaha (analisa
usaha) dengan mewawancarai calon nasabah, yaitu meliputi :

1. Kondisi usaha,

fad

Sistem manajemen,

Data keuangan ,

Teknik produksi,

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran produkst,

Siklus produksi dan prospeknya,

N o oW

Karakter pemohon.
Identifikas1 selanjutnya adalah identifikasi terhadap barang agunan
(jaminan)., Pada prinsipnya, dalam perbankan syan’ah (mudhorobah) perjanjian
berdasarkan amanah dan wakalah, maka dengan begitu mudhorib menjadi
seorang amin (terpercaya) bagi shohibul maal yang mengadakan akad dengannya.
Sementara itu modal vang ada di tangan mudhorib merupakan amanat yang
diberikan oleh shohibul maal. schingga 1a mengelola modal tersebut harus dengan
seizin shohibul maal, yaitu melalum akad mudhorobah yang mereka lakukan,
Dengan demikian mudhorib tidak menanggung resiko yang menimpa modal
(harta) yang dibenkan oleh shiohibul maal, kecuali apabila resiko tersebut
disebabkan karena adanya penyelewengan, keteledoran dan unsur kesengajaan
vang dilakukan oleh mudhorib, dengan kata lain resiko tersebut disebabkan oleh
kharakter dari mudhorib yang memang kurang baik.

Mudhorib menjadi wakil dan shohibul maal ketika mengelola dengan
mengembangkan dana usaha dalam perniagaan, karena pengelolaan dana usaha
dengan seizin shohibul maal maka hal itu merupakan realisasi dari arti wakalah.

Wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk
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untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi
kuusa,[Muhummad;iﬂﬂlié}. Pada prinsipnya dalam mudhorobah orang yang
menerima dan mengelola modal tidak berkewajiban untuk menjamin kerugian
atau kehilangan dari harta modal mudhorobah apabila tidak ada unsur
kesengajaan dan  keteledoran, karena 1a menjadi orang yang dipercaya
{mnue ermean).

Berdasarkan pertimbangan hal itu, maka diperbolehkan bag shohibul
maal untuk meminta agunan dari mudhorib sebagai jaminan yang telah terjadi
kebutuhan (hayah) bagi kontrak syarikal mudhorobah, Pada hakekatnya para
ulama yang berfatwa dan berpendapat tentang bolehnya bag shohibul maal untuk
meminta suatu jaminan dan amlfi berpijakan pada kaedah uswl figh, yaitu “al
mushaalil al musalah" yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan kebaikan
dan maslahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalih tegas
svari'at dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak
berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.
(Muhammad, 2003.:86).

Mengenai diperbolehkannya jaminan dalam akad mudhorobah dituangkan
dalam fatwa MUI, yaitu melalui Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN-
MUTLTV/2000 Tentang Pembiayvaan Mudhorobah (Qirodh) Bab Pertama angka 7
vang bunyinya:

“Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudhorobah tidak ada jaminan,

namun agar mudhuﬁhltidak melakukan penyimpangan, LKS dapat dapat

meminta jaminan darn mudhorib atau pihak ketipa. Jaminan ini hanya
dapat dicairkan apabila mudhorib terbukti melakukan pelanggaran
terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.

Pengidentifikasian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Untuk barang tidak bergerak
Dalam hal im1 surveyor melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang
dijadikan barang agunan (misalkan tanah) untuk mendapat masukan mengenai
taksiran harga jual (nilai ekonomis), ukuran, gambar lokasi, status
kepemilikan dan kemudahan dalam penjualan dan lain sebagainya vang

berkaitan dengan it
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b. Untuk barang bergerak
Biasanya vang dijadikan barang agunan benda bergerak adalah kendaran
bermotor sehingea yang perlu diidentifikasi oleh surveyor adalah :
|, Keaslian BPKB dan STNK,

[l

Kesesuain nomor rangka dan nomor mesin,
Kondisi fisik,

Tahun ekonomis,

Taksiran harga,

Kemudahan penjualan,

Status kepemilikan,

o L I T

Dan lain sebagainya yang berkaitan dengannya.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian jaminan terhadap nilai
pengajuan pembiayaan (taksasi) dan penilaian kelayakan usaha. Setelah hal
tersebut dilakukan, data-data yang diperoleh dimuat dalam laporan hasil survey
yang disampaikan kepada Komite 11, yaitu komite atau tim yang menyetujui atau
menolak, menentukan besarnya pembiayaan, besarnya angsuran dan jangka waktu
pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah,

Memastikan efektivitas dan pelaksanaan survey yang dilakukan agar dapat
menghasilkan suatu apalisa dan pengambilan keputusan yang tepat, maka
surveyor harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada. Prinsip tersebut
adalah anabisa vang digunakan dalam dunia perbankan sebagai bahan
pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan pembiayaan
yvang diajukan oleh calon nasabah.

Prinsip-prinsip tersebut adalah: ( © C - )

a. Charakter (kepribadian)
Karakter adalah salah satu unsur yang sangat penting dan harus diperhatikan
oleh pihak lembaga perbankan (dalam hal ini adalah KSU “BMT TUMANG”)
sebelum memberikan atau mengabulkan permohonan pembiayaan. Penilaian
atas karakter kepribadian atau watak calon nasabahnya akan berpengaruh
terhadap kelancaran pelaksanaan akad pembiayaan dikemudian hari, yaitu

berupa pemenuhan prestasi oleh nasabah sebagai akibat dan akad pembiayaan.
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Karakter yang buruk akan menimbulkan perilaku yang buruk pula. Penlaku
vang buruk tersebut misalnya nasabah tidak memenuhi prestasi pada waktunya
karena faktor kesengajaan. Hal ini harus diperhatikan dan harus diantisipasi
oleh pihak lembaga perbankan sebelum pencairan dana atau realisasi. Hal-hal
yang perlu dianalisa adalah: reputasi pekerjaan, kepnbadian nasabah,
kelengkapan dokumen pembiayaan, ketetapan dalam pembayaran angsuran,
penyampaian laporan keuangan dan lain sebagainya. Sumber-sumber dari
analisa ini adalah dapat diperoleh dan biodata nasabah, informasi dari rekan-
rekannya, dari lembaga perbankan lain dan lain sebagainya.

Capaysity (kemampuan)

Kemampuan calon nasabah dapat dikatakan sebagi wujud kesanggupan,
kemampuan calon nasabah untuk meningkatkan, memajukan dan
mengendalikan usahanya dapal diprediksikan mampu melunasi utangnya
dikemudian han. Yang dianalisa dalam hal im1 adalah legalitas usaha,
kompetens: atau keahhan yang sesuai dengan bisnis yang akan ditangani, latar
belakang pendidikan, kemampuan manajerial usaha, prestasi usahanya,
[nformasi 1m dapat diperoleh dan pendidikan terakhir nasabah atau informasi
dari rekan seprofesinya.

Capital (modal)

Pihak lembaga perbankan tidak dapat memberikan pinjaman kepada calon
nasabah yang tidak memiliki modal sama sekali. Jika pinjaman yang diajukan
oleh calon nasabah diperuntukkan guna penambahan modal usaha dari
nasabah, maka modal tambahan itu diajukan untuk mengembangkan usaha
vang tadinya membutuhkan suntikan dana, Keadaan struktur dan sifat
permodalan akan menentukan seberapa besar fasilitas pembiayaan yang akan
diberikan untuk modal usaha.

. Collateral (Jaminan)

Dalam perjanjian pinjam meninjam uang selalu berjalan beriringan dengan
resiko yang mungkin akan timbul (apabila tidak dapat melunasi pinjaman).
Resiko tersebut berada diluar kemampuan nasabah untuk menggantinya.

Banyak sekali vang harus dinalisa oleh surveyor, yaitu seberapa jauhkah nilai
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jaminan dibandingkan dengan baki kreditnya, bagaimana nilai agunannya,
apakah cenderung mengalami kenaikan nilai ekonomisnya ataukah konstan
(tetap). Bagaimana kemudahan penjualan dari jaminan tersebut dan lain
scbagainya.
¢. Condition of economics (kondisi perckonomian)

Selain  keempat hal diatas yang harus diperhatikan adalah kondisi
perekonomian, baik itu kondisi perekonomian calon nasabah maupun kondisi
perekonomian secara keseluruhan (global), Jenis usaha yang dimintakan
modal usaha tersebut apakah sesuai dengan kondisi perekonomian pada saat
itu dan jenis usaha tersebut untuk tahun kedepannya apakah dapat mengalami
kemajuan. Jadi bagaimana dampak perckonomian terhadap usaha nasabah.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak lembaga perbankan sangat hati-hati
dan ketat dalam menyalurkan dana ke masyarakat atau pembiayaan.

Analisa oleh tim survevor tersebut menjadi bahan acuan untuk
rekomendasi diterima atau tidaknya usulan pembiayaan yang diajukan oleh
nasabah. Tim survey harus membuat kesimpulan atas hasif analisanya dan
pertimbangannya secara lerfulis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Survey.
Rekomendasi yang diusulkan oleh tim survey akan menghasilkan dua
kemungkinan terhadap usulan permohonan pembiayaan, vaitu :

I, Menolak dengan alasan pembiayaan yang diajukan terlalu beresiko,
2. Layak diterima atau dikabulkan pembiayaannya, karena resiko rendah,
keuntungan memadai dan prospek usahanya dapat diandalkan.
3. Persiapan Realisasi Pembiayaan

Hasil survey yang dihasilkan oleh tim survey harus dilaporkan kepada
pihak Komite [l untuk keperluan proses lebih lanjut. Komite 11 adalah komite atau
tim yang mempunvai tugas atau wewenang untuk menyetujui atau menolak,
menentukan besarnya pembiayaan, besarnya angsuran dan jangka waktu
pelunasan dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Komoite [l dalam persiapan realisasi pembiayaan ini harus menentukan
skala persetujuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada dua

kemungkinan dalam usulan permochonan pembiayaan. Pertama usulan
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permohonan pembiayaan dikabulkan apabila telah memenuhi persyaratan. Kedua
permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Pemberitahuan untuk
permohonan pembiayaan vang dikabulkan bisa secara lisan maupun secara
tertulis, sedangkan untuk vang ditolak harus dengan surat resmi.

Permohonan pembiayaan yang dikabulkan atau dircalisasi harus dicatat
pada buku realisasi pembiayaan. Setelah itu dibuat berkas realisasi yang diberi
nomor urul pembiayaan, nomor anggota, dibuat perjanjian pembiayaan, daftar
angsuran, kartu angsuran, dan persetujuan pembiayaan. Dalam tahap ini dilakukan
penyiapan berkas pembiayaan oleh Komite 1. Penyiapan tersebut berupa

pengisian dan melengkapi kolom lembar disposisi, yaitu :

1. MNomor anggota,

2. MNomor pembiayaan,
3. Tahap ke-,

4. Tanggal realisasi,

Ln

Jumlah kredit,
6. Besar angsuran,
7. Cara angsuran,
8. Jaminan,

9. Akad.
Setelah hal terscbut dilakukan dibuatlah persetujuan rangkap dua, satu untuk
anggota dan satu lagi untuk arsip, dan harus dibuat kartu angsuran (owsstanding)
untuk angpota.
4. Realisasi Pembiayaan

Tahap terakhir dalam permohonan pembiayaan adalah realisasi

pembiayaan (pencairan dana). Pihak-pithak yang terkait dalam tahap realisasi
pembiayan adalah bagian pemasaran, manager dan teller. Bagian pemasaran harus
memberitahukan kepada nasabah tentang waktu dan jumlah realisasi dan
dijelaskan pemohon harus hadir bersama suami atau istri. Dalam tahap ini
terjadilah transaksi penentuan bagi hasil yang akan didapat oleh oleh shohibul
maal (KSU “BMT TUMANG™) dan mudhorib (nasabah). Ada beberapa hal yang

menentukan besar kecilnya prosentase bagi hasil, yaitu:
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1, Resiko usaha yang dimimtakan pembiayaan,

S

Jangka waktu dan pembiayaan (pinjaman),
3. Frekuensi nasabah (mudhorib) mengajukan pembiayaan kepada KSU

“BMT TUMANG”,

4. Jumlah nominal pembiayaan (pinjaman).

Pembagian hasilf’kcﬁntungan pada akad mudhorobah, msbah yang diterima
oleh mudhorib dapat lebih besar dari shohibul maal atau sebaliknya nisbah yang
diterima oleh mudhorib lebih keeil dan shohibul maal, tergantung pada
kesepakatan dalam akad mudhorobah. Keuntungan yang didapat oleh shohibul
maal dan mudhorih harus dalam jumlah nisbah tertentu, jika keduanya telah
sepakat bahwa seperempat (25%) atau setengah (50%) bagi mudhorib misalnya,
maka hal tersebut sudah cukup dimengerti karena jumlah lain tentunya untuk
shohibul maal, semuanya itu tergantung kesepakatan. Tahap transaksi bagi hasil
ini dilakukan oleh manajer dan nasabah.

Tugas manajer selanjutnya dalam tahap realisasi 1m adalah melakukan
serah tenma jaminan dengan nasabah, Serah terima ini dilakukan secara fidusia,
penyerahan  dilakukan tanpa penyerahan nyata benda tersebut, jadi yang
diserahkan hanya surat-suratnya saja, misalnya untuk jaminan kendaraan bermotor
vang diserahkan hanya BPKBnya saja. Setelah jaminan diserahkan maka nasabah
menerima tanda terima jaminan. Kenyatan di lapangan jaminan yang sering
digunakan oleh nasabah (mudhorib) sebagail agunan adalah kendaraan bermotor
(untuk benda bergerak) dan sertifikat tanah (untuk benda tidak bergerak), yang
paling banyak diantara keduanya adalah agunan berupa kendaraan bermotor,

Proses selanjutnya adalah pengakadan, nasabah diminta untuk
menandatangani perjanjian pembiayaan dengan pihak yang terkait disertai para
saksi. Dalam pengakadan ini dijelaskan mengenai hak dan kewajiban mudhorib
dan shohibul maal.

Hak-hak mdhorib adalah sebagai berikut

. Mendapat sejumlah uang secara tunai dari shohibul maal, sebagai wujud
realisast dan permohonan pembiayaan vang digjukan sesuail dengan akad

pembiayaan,
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2. Mengelola dana sepenuhnya, karena dalam akad mudhorobalh manajemen
dana 100% oleh mudhorib,

Mendapatkan nisbah (bagi hasil).

Kewajiban mudhorib adalah sebagai benkut :

!..aJ

1. Membayar pelunasan atas kewajiban pembayaran,

12

Berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Hak-hak shohibul maal adalah :

|. Menerima pelunasan atas kewajiban pembayaran dari mudhorib sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad mudhorobah,

2. Melakukan pengawasan atau monitoring kinerja dari mudhorib supaya

tidak terjadi hal-hal yvang tidak diinginkan, misalnya keteledoran mudhorib

vang mengakibatkan kegagalan usahanya,

ik

Mendapatkan nisbah (bagi hasil ) sesuai kesepakatan.
Kewajiban shohibul maal adalah :
1. Menyerahkan uang atau modal kepada mudhorib sebagi bentuk realisasi

akad mudhorobah.

L

Melakukan survey dengan sebaik-baiknya

Tahap berikutnya adalah serah terima uvang. Sebelum uang diserahkan,
manajer selaku pemimpin pengakadan terlebih dahulu menanyakan kepada
nasabah apakah sudah mempunyai rekening sikala apa belum. Rekening sikala
(simpanan sukarela) adalah simpanan masyarakat/anggota yang transaksinya
dapat dilakukan sewaktu-waktu dan mendapatkan bagi hasil. Apabila belum,
maka diharuskan membuka rekenming sikala terlebih dahulu, dan dengan
pembukaan rekening inilah nasabah resmi menjadi anggota KSU “BMT
TUMANG”. Dalam serah terima uang (realisasi) diadakan do'a-do’a vang
dipimpin oleh manajer, misalnya manajer mendo’akan supaya usaha yang
dilakukan oleh mudhorib di kemudian hari lancar dan barokah serta mendapatlkan
hasil yang optimal. Selain do’a tersebut manajer juga memberikan saran kepada

mudhorib supaya memberikan infaq dan shodaqoh sebagai salah satu perwujudan

amnal saleh,
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3.2 Upaya Penyelesaiannya Jika Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
Pihak Anggota (Nasabah) Ternyata Mengalami Kerugian

Pembiayaan merupakan kegiatan utama lembaga keuangan atau perbankan
syar'ah (termasuk KSU “BMT TUMANG™), sebagai usaha untuk memperoleh
laba, tetapi rawan resiko yang tidak saja merugikan lembaga tetapi juga berakibat
kepada masyarakat sebagai penyimpan maupun pengguna dana dar lembaga yang
bersangkutan. Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari permohonan
pembiavaan, analisa dan kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya,
realisasi pembiavaan bukan merupakan tahap wyang teraklur dam suatu
pembiayaan.

Hal vang harus diperhatikan setelah realisasi, adalah kinerja dan mudhorib
sglama menjalankan usahanya, KSU “BMT TUMANG™ harus selalu mengontrol
dengan baik kinerja mudhorib. Oleh karena itu menurut Zainul Arfin (2003:221)
lembaga lkeuangan syari’ah harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat
menyeluruh (mudii lavers control), dengan tiga prinsip utama, yaitu

1. Prnsip pencegahan dimi (early warning system),
2. Prinsip pengawasan melekat (built in control),
3. Prinsip pemeriksaan internal (internal audir).

Pencegahan dimi (early warning system) adalah suatu tindakan preventif
terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal vang dapat merugikan lembaga
keuangan dalam pembiavaan, atau terjadinya prakick pembiayaan yang tidak
schat. Pencegahan dini dapat dilakukan dengan cara menciptakan struktur
pengendalian internal yang andal, sebagai alat pencegahan vang mampu
meminimalkan adanya peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang
dilakukan pihak vyang terkait dengan itu, dan alat untuk mendeteksi adanya
penyimpangan, sechingga dapat diluruskan kembali ke jalur semula yang
sebenarmya. Struktur pengendalian internal ini harus diterapkan pada semua tahap
dani  proses pembiayaan, mulai dari permohonan sampai penyelesaian
pembiayaan.

Fungsi pengawasan selamn pengendalian internal adalah pengawasan

melekat, dimana pejabat yang terkait dalam pembiayaan melakukan supervisi
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sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai
dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan operasional
lainnya dalam pembiayaan,
Hasil kegiatan supervisi ini minimal berupa laporan-laporan tentang :
|. Hasil penilain kualitas portofolio pembiayaan secara menyeluruh, disertai

dengan penjelasannya,

-2

Ada atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan menyimpang dan
kebijakan pokok pembiayaan, ketentuan syari’ah atau peraturan
perundang-undangan lainnya,
3. Besarnya tunggakan pembayaran kembali pembiayan vang telah dibenkan
dan pembayaran bagi hasilnya,
4. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat yang berada
di bawah supervisinya, benikut saran dan tindakan perbaikannya.
Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal
terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan, Audit internal
merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiavaan, untuk lebih
memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan
pembiayaan yang berlaku, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang
sehal serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan,
Pelaksanaa pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang ada
hambatan vang dapat menghalangi untuk melaksanakan akad pembiayaan dengan
batk. Adanya kendala-kendala yang ada dapat berpengaruh kepada para pihak
(dalam hal ini adalah shehibul maal dan mudhorib) untuk memenuhi akad yang
telah diperjanjikan sejak awal sebagaimana mestinya. Hal tersebut mengakibatkan
terjadinya pembiavaan bermasalah yaitu karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi
oleh nasabah. Penyebab kesuhitan keuangan yang dibadam oleh nasabah dapat
dibagi dalam dua faktor, vaitu faktor internal dan fakior eksternal.
1. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahan sendiri, dan
faktor yang utama adalah faktor manajerial, Timbulnya kesulitan-kesulitan

keuangan perusahaan vang disebabkan oleh faktor manajenal dapat dilihat



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

39

dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan

penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan

piutang yang kurang cermat, penempatan yang berlebihan pada aktiva
tetap, permodalan vang tidak cukup.

2, Faktor ekstermal adalah faktor-faktor vang berada diluar manajemen
perusabhaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi
perckonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-
lain.

Langkah vyang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan yang
mengalami kemacetan, terlebih dahulu harus diteliti sebab-sebab terjadinya
kemacetan pembiayaan tersebut. Apabila kemacetan pembiayaan disebabkan
karena faktor eksternal seperti bencana alam., lembaga perbankan tidak perlu
melakukan analisa lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah
untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.

Hal yang perlu diteliti dalam kemacetan pembiayaan adalah faktor
mmternal. vaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajenial, Apabila pihak lembaga
perbankan telah melakukan pengawasan secara seksama dan bulan ke bulan, dari
tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan
kelemahan pengawasan itu sendin. Kecuali jika aktivitas pengawasan telah
dilakukan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti lagi
lebih lanjut sebab-sebab terjadinya kemacetan tersebut secara lebih mendalam.
Mungkin kesulitan itu disengaja oleh pithak manajemen perusahaan, yang berarti
pengusaha lelah melakukan hal-hal yang tidak jujur, Misalnya dengan sengaja
perusahaan mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan
usaha diluar objek pembiayaan yang disepakati.

Banyak cara vang dilakukan olch pihak lembaga keuangan syari’ah untuk
penyelesaian pembiayaan yang mengalami kemacetan ini, tergantung pada berat
ringannya masalah vang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan, Dalam
proses penanganan pembiayaan yang mungkin mengalami masalah dilakukan
sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan, adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan lancar, dapat dilakukan dengan cara :
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a. Pemantauan usaha nasabah,
b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.
2. Pembiavaan potensial bermasalah, dapat dilakukan dengan cara :

4, Pembinaan anggota,

b. Pemberitahuan dengan surat teguran,

¢. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada
nasabah.

d. Upaya preventif dengan penangan pembuatan  reschedulling, vaitu
penjadwalan kembali (ulang) jangka waktu angsuran serta memperkecil

jumlah angsuran, Selain itu, dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu

memperkecil marjin keuntungan atau bagi hasil,
3, Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara
a. Membuat surat teguran atau penngatan,
b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi secara ukhuwah oleh bagian
pembiayaan kepada nasabah secara bersungguh-sunggubh,
¢. Upaya penyehatan dengan cara reschedulling, vaitu penjadwalan kembali

{ulang) jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, Selain

itu juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil marjin

keuntungan atau bagi hasil.
4. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara :

a. Dilakukan reschedulling, yaitu menjadwal kembali jangka waktu angsuran
serta memperkecil jumlah angsuran,

b. Dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil margim keuntungan atau
bagi hasil usaha,

¢. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan
al-gordul hasan.

Berdasarkan kolektibilitas pembiayvaan di atas dapat diketahui bahwa
pembiayaan yang bermasalah tersebut masih dapat diharapkan akan berjalan
dengan baik kembali, maka pihak lembaga keuangan syari’ah, dapat memberikan
keringanan-keringanan, misalnya dengan jalan menunda jadwal angsuran

pelunasan (reschedulling).
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Potensi usaha apabila masih baik, maka untuk memperbaiki kondisi
usahanya dapat dilakukan dengan penambahan dana. Tetapi bila kondisi
perusahaan sudah tidak dapat diharapkan lagi, maka pihak lembaga perbankan
syari’ah dapat menghapuskan piutang atau pembiayaan tersebul. Untuk keperluan
penghapusan tersebut pihak lembaga perbankan syari’ah diharuskan untuk
membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sebagai
berikut :

I. Lembaga keuangan wajib membentuk cadangan 1% dari seluruh

pembiayaan,

(%]

Cadangan 3% dar pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus

{setelah dikurangi nilai agunan vang dikuasai),

Fad

Cadangan 15% dari pembiayaan yang tergolong kurang lancar (setelah
dikurangi mla agunan vang dikuasai),
4, Cadangan 50% dari pembiayaan yang tergolong diragukan (setelah
dikurangt nilai agunan vang dikuasai),
5. Cadangan 100% dari pembiayaan yang tergolong macet (setelah dikurangi
nilal agunan vang dikuasai).(Zainul Arifin:2003:224)

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) diambil dan dana
cadangan resiko. Dana cadangan resiko ini diambilkan dari pembagian bagi hasil
dari setiap transaksi atau pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan
syari'ah, Dana cadangan resiko tersebut sebesar 20% dari total bagi hasil,
sedangkan yang 80% adalah merupakan keuntungan. Dana ini digunakan untuk
menutupi atau menanggung kerugian vang diperoleh dari mudhorib vang gagal
dalam usahanya karena faktor diluar kuasa mudhorib.

Kemacetan pembiayaan dapat terjadi akibat kelalaian, pelanggaran atau
kecurangan nasabah, atau dengan kata lain wan prestasi, maka pihak lembaga
perbankan dapat wmeminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk
menyerahkan barang yang diagunkan kepada lembaga perbankan, untuk menutupi
kerugian vang ditimbulkan. Pada prinsipnya seorang nasabah (mudhorib)

dikatakan wan prestasi apabila;
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1. Mudhorib melakukan prestasi (misalnya melunasi pinjamannya) tidak

sesuai pada waktu vang telah diperjanjikan,

[~d

Mudhorib melakukan prestasi (misalnya melunasi pinjamannya) tidak
secara penuh;
3. Mudhorih sama sekali tidak melakukan prestasi (misalnya melunasi
pinjaman) sama sekali.

Harus diketahui apa vang menyebabkan ketiga hal di atas terjadi, apabila
ketiga hal di atas terjadi karena kesalahan nasabah (mudhorib) maka dapat
dikatakan nasabah (mudhorib) wan prestasi, tetapi apabila ketiga hal diatas
disebabkan karena diluar kuasa nasabah (mudhorib) maka tidak dapat dikatakan
nasabah (mudhorib) wan prestasi, jadi kembali apa yang menyebabkan nasabah
(mudhorib) tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan
pada akad mudhorobah.

Penyelesaian sebisa mungkin diselesaikan dengan jalan kekeluargaan,
vaitu melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian dengan jalan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dapat ditempuh dengan jalur
hukum. Jalur hukwmn yang dimaksud berdasarkan fatwa MUI, vaitu melalui Fatwa
Dewan Syari’ah Nasional No:07/DSN-MULIV/2000 Tentang Pembiayaan
Mudhorobah (Qirodh) Bab Ketiga angka 4 vang bunyinya: “Jika salah pihak tidak
menunaikan kewajibannya atau jika terjadi persclisihan diantara kedua belah
pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari‘ah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah™.

Kenyataan vang terjadi di KSU “BMT TUMANG” penyelesaian masalah
tidak pernah sampai ke Badan Arbitrase Syari’ah. Hal mi terjadi karena
masyarakat lebith memilih penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mufakat,

dengan pertimbangan untuk efektivitas waktu dan kemudahan dalam prosedurnya.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di atas maka didapat suatu

kesimpulan sebagai berikut :

(8

Mekanisme perjanjian meminjam uang dengan prinsip bagi hasil di KSU
“BMT TUMANG” dilakukan dengan beberapa tahapan, Perjanjian meminjam
uang i dalam pcfbankan svari’ah disebut dengan pembiayaan. Untuk
mendapatkan pembiayaan, nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan oleh KSU “BMT TUMANG", yaitu berupa prosedur atau tahapan-
tahapan. Tahapan tersebut adalah (1) permohonan, (2) survey, (3) persiapan
realisasi, (4) realisasi pembiayaan, Didalam proses ini harus berpegang teguh
pada prinsip-prinsip perbankan syari’ah yang berlaku.

Setiap pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak permasalahan
vang lerjadi ketika pelaksanaan akad (perjanjian) berjalan, misalnya
kemacetan dalam pengembalian atau pelunasan. Kemacetan ini disebabkan
karena kerugian yang dialami oleh mudhorib. Kerugian disebabkan oleh dua
faktor. Pertama faktor kesalahan mudhorib (nasabah), kedua faktor diluar
kuasa mudhorib itu sendin (misalnya force mayor). Apabila kerugian
disebabkan oleh kesalahan mudhorib, maka mudhorib hanya diwajibkan untuk
mengembalikan biaya pokoknya saja, yaitu sejumlah yang dipinjam dari KSU

“BMT TUMANG”, sedangkan pelunasannya diambilkan dari penjualan atas

jaminan yang dijaminkan kepada KSU “BMT Tumang™. Dan apabila kerugian

disebabkan dilvar kuasa mudhorib, maka kerugian ditanggung oleh shohibul

mag! (KSU “BMT TUMANG").

4.2 Saran

L

Hendaknya kaidah yang digunakan oleh lembaga keuangan syari’ah pada
umunya, dan KSU “BMT TUMANG™ pada khususnya dalam menjalankan

operasionalnya konsisten dalam menggunakan kaidah syaria’ah islam,
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mengingat dilihat dari namanya koperasi tersebut menpgunakan atau
mencerminkan identitas islam. Dengan begitu nama islam bukan hanya
dijadikan sebagai nama saja.

Mengingat belum adanya peraturan yang memadai mengenai lembaga
keuangan syari’ah, maka KSU “BMT TUMANG™ harus membuat kebijakan
vang sesuai dengan syari’ah islam. Dan pemerintah harus segera membuat
peraturan dalam bentuk undang-undang vang mengatur khusus tentang

lembaga keuangan svari’ah, karena peraturan yang ada selama ini dinilai

kurang memadai.
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JI. Matali 12 Tumang
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Telp. {0276) 3253? ggg " SURAT KETERANGAN

Faks. (0276) 321 326
Nomor : 573/E/KSU-BMT-T/VIIL0S5

Kantor Cabang
Kics Uara  Yang bertanda tangan di bawah ini ¢
Pagar Cepoco .
Cepogy, Bovolal
Depan Pasar  [Nama ; Adib Zuhain, 5.80s
LM Jabatan : Manajer Umum KSU BMT TUMANG
JL Perkuiut 19.C |
nggingan, Bovolali  Menerangkan bahwa -
(0276) 323 034 |
Nama : Doni Firmansyah
NIM 010710101188
Program 81 Ilmu Hukum Universitas Jember

Telah melaksanakan konsultasi tentang skripsi dengan judul Kajian Yuridis
Tentang Perjanjian Meminjam Uang Dengan Prinsip Bagi Hasil Di Kopersai Serba
Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Tumang Di Kabupaten Boyolali, pada tanggal 15 -
16 Nopember 2005,

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dipergunakan semestinya.

Boyolali, 16 Nopember 2005
KSU BMT TUMANG

Kaperas! Serba U
BUTTUMANG ¢

BH ; 242/ BH/KDEIL2S IV /1993
ADIB ZUHAIRI, S.Sos
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KOPERASI SERBA USAHA

“ BMT TUMANG *

BH : 242/ B/ KDK.11.25/ 1V /1992

FORMULIR PERMONONAN PEMBIAYAAN

Bismillahirrahmaanivrahiim
Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat/tgl lahir
Alamat lengkap
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
No. Rekening BMT

Dengan ini saya mengajukan pembiayaan kepada BMT “TUMANG" Tumang,
Cepogo, Boyolali untuk modal kerja / modal usaha.
Akibat dari pembiayaan tersebut saya membenkan jaminan berupa |

Demikian permohonan pembiayaan ini saya buat dan saya ajukan dengan sebenar-
benamya.

20

Pemohon

PES e s N )

SURAT I1JIMN

Bismillaahirrahmaanirrafitim
Saya, yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama
Alamat

Selaku orang tua / suam { Istrl dari @ (coret yang tidak periu)

Nama
Alamat

Dengan sepengetahuan saya, saya rela memberikan ijin kepada anak /[ istn { suami
saya untuk mengajukan pembiayaan kepada BMT “TUMANG" Tumang, Cepogo,
Boyolali dan benar-benar akan digunakan untuk modal usaha,

Demikian surat ijin ini saya buat dengan sebenar-benarmya.

20 _

Yang memberi jin

N
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ISIAN CALON PEMBIAYAAN PEMINJAM
Isilah semua kolom dengan sebenar-benarmya |

Bismillaahirrahumaanirrahiim

1. - Nama lengkap

2. Nama Suami / Istri
3. Nomor identitas
4. Alamat lengkap
5. Jumlah anak : orang
- Usia anak pertama : tahun
- Usia anak terakhir : tahun
6. Biaya rumah tangpu per bulan
- Biaya konsumsi / makan :Rp. { hari =Rp, ! bln
- Biaya kesehatan : Rp. { bln
- Biaya lain-lain / sosial ‘Rp. /bln
Jumiah P Rp. { Bl
7. Jenis usaha yang dilaksanakan
8. Lama usaha ; tahun
9. Modal yang dimiliki saat ini’ ' Rp;
10, Kapasitas usaha ‘Rp.
11. Perlu tambah modal Rp
12. Untuk keperluan
13. Jangka waktu pengembalian hari/minggwbulan
14, Diangsur g kali, setiap
15. Perkiraan laba bersih Rp
16, Perkiraan bagi hasil ' Rp.
* 17. Diperkenalkan oleh
18. Pendapatan lain diluar usaha inj Rp. { bulan

—---——u.-_-—,_---—.——--.--.--—.-.-—-_-.-_-._-.--—-.--.--u-.--- __________________________
------------

(Hanya diisi oleh petugas BMT "TUMANG™)

I. Pembiayaan disurvay tanggal : r
2. Pembiayaan di ACC tanggal ’ {Rp.
3. DBagi hasil / Mark Up dsepakati - Rp. ! bla'mingeuw'har

4. Akad/realisasi diberikan tanpgal: ! pukul
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REFERENSI

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Pekerjaan

Alamat lengkap

- Adalah pengurus / ta’mir Masjid
Jabatan dalam ta"mir
- Adalah Tokoh Masyarakat / Kepala Desa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benamya bahwa saudara vang namanya

tersebut di bawah ini adalah benar-benar anggota masyarakat / jamanh kami.

Nama

Pekerjaan

Alamat
Alamat Pekerjaan

Demikian referensi ini saya buat, kepada yang berkepentingan harap menjadikan
maklum adanya,

) 20
Pemberi referensi
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Koperasi Serba Usaha (KSU)

BMT TUMANG

SoMelan No. 12 Tumang, Cepago, Hoyolall 57562
Telp. (0276) 323335 - laks. 323336

—_%

. AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH/MURABAHAH/IJARA

. e 5 o

Bismillahirrohmanirrohim
"Hai erang-grang yang beriman, penuhilah akad-akad ( peranfan) itu"(Que'an Surat Al Ma'idah ! 1)

"Hal orang-orang yang beriman janganiah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuall
dengan jalen perniagaan yang berdaku dengan suka sama suka diantaramu” (Qur'an An-Nissa * 23)

Darl Abu Hurairah R.A bahwa Nabi SAW pernah bersabda » ‘Barang siapa meminfam dengan tekad
mengembalikan, make Allah ekan mambaniu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dangan tidak
mengambalikannya, maka Allah akan membualnya bangkrut." (Hadis!)

Kesepakatan  perjanjian Fembiayaan Mudharabah/Murabahah/ijarah inl disuat dan ditandatangani pada
hariftanggal '3
Olsh antara

| Kaoperasi Serba Usaha (KSU) "BMT TUMANG"
Yang berkedudukan d Dukuk Tumang, Desa Cepogo, Keac, Cepogo, Kab, Boyolall,
Untuk selanjutnya cisebul sebagai Pihak | (KSU "BMT TUMANG") dalam hal inl diwakill clah +
Nama ]
Jabatlan
Dalam hal ini berlindak alas nama KSU "BMT TUMANG"

ll. Wama
Alamat
No, Rek.
Paekerjaan | y
Untuk pambuatan hukum inl talah mendapal ijin parsetujuan das| Istri/SuamifOrang Tua
Nama ‘ .
Alamat
No, KTP
Pekerjaan
Untuk selanjutnya disebul sabagai Pinak 1| {Angola)

Kedua balah Pihak sepakat melaksanakan Perjanjian pembiayasn lercanlum pada pasal-pasal sebagaj
berikul:

Pasal 1 )
Parjanjlan pembiayaan inl dilandas| aley kolagwaan kepada Allah SWT, saling parcaya, Ukhuwah
Islamiyah dan rasa tanggung jawah. :

Pagal 2
Bahwa, Pihak Il {Anggota) telah mengajukan permohonan fasillas pembiayaan kepada Pihak | (KSU “BMT
TUMANG") untuk modal usaha / Pambalian Barang / Jasa

Pasal 3
Jumlah Pemblayaan
KSU "BMT TUMANG® menyetujui untuk menyediakan pembiayaan

Sebesar 1 Rp. R i A a e AR s e SR PP e ae e et )
Angsuran . pokok Rp. (FPar Harl/Minggu/2minggu/Bulan/Sekaligus)

Bagl Hasil % darl Pendapal Bersih atau kurang lebih Rp.

Mark Up : Rp, 4

Jml Angsuran  : Rp, jangka waktu solama % angsuran
Jatuh Tempa ¢ . sid

Angsuran perlama dimulai haritanggal : !
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Pasal 4
Cara Penarlkan Pembiayaan
KSU *BMT TUMANG® wajlb marealisasikan Pembiayaan apabila Anggola lalsh memenyhi kalentuan
sebagal barikut : t '
a. Anggota talah menyerahkan kepada KSU "BMT TUMANG®, semua dekuman yang diminla:
b, Anggola telah menandatangan| ‘parjanjian Inl dan parjan|lan |aminan yang disyaratkan
e, Buktl-bukt| pam|likan barang Jaminan {alah diserahkan dan sura| pengikatnya telah dilerima BMT,

Pasal &
Akibat dari Pembiayaan ini plhak kedus manyadiakan agunan / laminan Berupa
—
Pasal 6
Fembayaran Angsuran dan Bagj Hasil Fihak Il {Anggota) datang ke Kanlor KSU “BMT TUMANG"

Pasal 7
Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terladinya hal-hal ¥ang tfidak diinginkan, dikarenakan
dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT, Namun apabila karang kehendaknya pula
terjadi parmasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyalesalkannya secara misyawarah untuk mufakal
dan menurut peraturan alau prosedur yang ada oi KSU “BMT TUMANG", Pulusan Pihak | (KSU *BMT
TUMANG®) merupakan keputusan akhir ¥ang mengikat,

Demikian perariian |ni dibuat dan ditandalangani danhgan sobenarnya, tanpa ada unsur Paksaan dari pihak
manapun.

Semoga Allah SWT memudahkan segala Ikhtiar kita Amian,

PIHAK | PIHAK I
N ) { )
Saksi - gaksi
a . [ ]
o ( )
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AKTA_—- PERUBAHAN

'i
ANGGARAN DASAR KOPERASI SERBA USAHA “BAITUL MAAL wmmmwu_
o :  TUMANG” (KSU “BMT TUMANG”)
BADAN HUKUM NOMOR : 242/BH/KDK.11.25/1V/1999
TANGGAL : 10 APRIL 1999

Rapat Anggota Khusus 'Frlerubah:an Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha
"BAITUL MAAL WAT TAMWIL TUMANG" (KSU "BMT TUMANG") Jalan Melati No, 12
Tumang, Desa Cepogo yang ﬁiseleﬁggarakar} pada :

Hari _ : Sabtu

. Tanggal : 23 Pebruari 2002
Bertempat di : Rumah Ibu Dwi Rochmiathy
Jumlah anggota yang hadir : 43 Orang '

Jumlah anggota seluruhnya : 60 Drang

Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar KOPERAS| SERBA USAHA
"BAITUL MAAL WAT TAMWIL TUMANG" (KSU "BMT TUMANG") 'sah menurut ketentuan

dalam Anggaran Daaar pasal 22 ayat (1) dan dengan berpedoman I-r.epada Undang-,

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperaman serta Peraturan Pelaksanaannya

Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk merubah Anggaran Ef'sa““"-w

J.,J'\

KOPERAS| SERBA USAHA "BAITUL MAAL WAT TAMWIL TUMANG" %KSL{,L""B T'
TUMANG”] sehingga berbunyi sabaga; berikut :

-Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG"
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ANGGARAN DASAR . |
KOPERAS]I SERBA USAHA "BMT TUMANG"

: BAB |
NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 1 2%

(1) . Koperasl ini bernama ; Koperasi Serba Usaha "BMT TUMANG" dengan nama
singkat : KSU "BMT TUMANS" dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut
Koperas, i

(2)  Koperasi berkedudukan di
‘Dukuh _ ; Tumang

Desa _ : Cepcgo
Kecamatan | ; Cepogo
Kahupatenfkotamadya : Boyolali
Propinsi o : Jawa Tengah

(3)  Koperasi dapat membuka cabang / perwakilan, batk di wilayah Kabupaten Boyolali
maupun di luar Kabupaten Boyolali dalam satu Propinsi.

. BAE (I ;
LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal . 2
(1) Koperasi berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas
azas kekeluargaan, '
(2} I'Méksud dan tujuan Koperasi adalah memajukan perekonomian melalui
peningkatan késajahteraan anggofa 'pada khususnya dan masyarakat’ pada
umumnya serta ikut membangun tatanan peremnomlan nasi ional da]am rangka

mewujudkan mhsyarakat yang maju, adil, makmuf dan diridhei Allah EWT

! BABIlIl
 USAHA
' : ~ Pasal 3 T _
Untuk mencapai tujuan dimaksud  dalam pasal 2 Anggaran . Dasar ini, Kuplarasi
ményele'nggarakan usaha sebagai berikut : ' - '
(1) a Uplt Simpan Pinjam sebagal Unit Usaha "Otonom, bentuk cperaszonalny_a__‘

menggunakan sistem syanah yang diatur lebih lanjut dalam Anggaraw Rumah‘ "" N

Tangga dan atau Peraturan Khusus,

! ' ' . M SR
Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG” | ' VL
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b. Kegiatan ﬁerdagangan umum dalam adi seluas-luasaya uniuk melayani
kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakal pada umumnya.
c. Pelayanan jasa, jasa konstruks, dan jasa lainnya.
(2) Mengadakan kerjasama antar I{c:peram Badan Usaha dan Lembaga lainnya.
(3) Menyelenggarakan kegiatan (dalam fungs] Banu[ Mzal yang dtatur dalam pera.uran
khusus.

BAB I'f .
KEANGGOTAAN
_ ' IFasaM |
(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
(2) Yang dapat diterima sebagal anggota Koperasi ini adaleh Warga Negara Republlk
Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
a. Mempunyai ketnampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (cakap hukum}.

b. Bertempat tinggal, menetap atau tidak menetap di Kabupaten Boyolali.
¢, Mata pen;aharfan » Pegawai Negeri Sipil, TNI, Pedagang, Petani dan sebagainya.
d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagai
dimaksud dalam pasal 534 ayat 1 anggaran dasar ini.
e, Télah menyetujui ﬁ'nggaran Dasar. dan kefentuan-ketentuan Koperasi yang
berlaku. |
| f: Sanggup melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang
| drtetapl:an oleh Knperam '
~ (3) Apab[!a dalam pers:.raratdn seperti ketemu;an dalam ayat (2) pasal ini tidak terpenuhi,
maka dapat menjadi angguta [uar biasa.
(4) Ketentuan manganal anggota luar biasa diatur Iebzh lanjut dalam P\nggaran Rumah
Ta_ngga dan atau Peraturan Khusus, '
Pasals
(1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
A2) Keanggotaan Kﬂperam mulal berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam.
' _ buku Daftar Anggota. ;
(3) Seseorang yang akan maayk; menjadi anggota Koperasi harus mengajukan surat
) per_mehqnan‘ kepada Pengurus dan dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus

harus memberi jawaban secara tertulis atau lisan apakah permohonan itu dit'er_i_m:_a
' atau ditolak. ' | | i
| (4) | Bllamana Pengurus menolak permohonan untuk men_,adl anggota maka pemohﬁ:n
capat minta pertimbangan Rapat Anggota yang akan datana. i

La
"'\-"-'.‘;.-:,:,":-'-"’; : :

rﬂgnggara:n Dasar KSU “BMT TUMANG” . ' 5 ; :.' .H' ; -
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(5) Permohonan berHentE sebagai anggota harus diajukan tertulis kepada Pengurus.

(6) - Seseorang yangj ‘diberhentikan - bukan karena ' permintzannya atau dlpecat
- keanggotaannya oleh Pengurus dapat minta perhmbangan dalam dalam Rapat

Anggota yang akan datang. -

Pasal 6
' IKeanggﬁtaan berakhir bilamana anggota
'‘a.  Meningga! dunia. '
b. Mintlé diberhentikan atas kehendak sendiri.
i Diberhentikan oleh Peﬁgurus karena tidak memenuhi lagi syaral keanggotaan
i sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 anggaran dasar ini dan peraluiranlainnya
yang mengatur tentang keanggotaan. ' .
d Dipecat oleh pengurus karens {idak mengindahkan kewajiban sebagai anggota,

terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan

Koperasi.
BABV
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
' Pasal7 _
i:ﬂi Keangghtaan Koperasi melekat pada dir anggota sﬁrmn dan ‘tidak dap':a,t
dlplndahkan kepada lain crang dengan dalih apapun juga.
' {2) ' "Dalam hal anggota Koperasi meninggal duma. keanggotaan dapat r_ﬂi,terusk_an oleh
_ ahli warisnya yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. ‘
(3) iSetiap anggota Koperasi berkewajiban :
| a. Mematuhi ketaﬁtuan dalam Anggamn Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
- Peraturan Khusus serta keputusan Rapat Anggota.,.
h Eerpartlslpasi dalam kegiatan atau usaha yang diselenggarakan Koperasi,
c. Mengembangkan dan memehhara kebersamﬂan berdasarkan atas azas
kéke!uargaan.

Pasal 8
Setiap anggcta berhak : |, ' : ' | .
~a. Menghadir, menyatakan pendapat dar: membenkan suara dalam Rapat Anggota. '
b. , Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus. '
1 G Menelagh’ pembukuan Koperasi pada wakiu kantor dibuka, \
| g _Mengemukaan pendapat atau saran kepada pengurus dl|ual‘ rapat balk dmlnta Mﬁ\

.maupun tidak diminta. - i f" -__.____ LA
; 1 . ; h ,J "y i I” TR

Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG” . A S __-f"j--. .‘.*_.:,l 3

m

N e

T ¢
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e. Memintaidiada'kan Ré’patAnggo'a menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

£ Memanfaatkan charasl dan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama
anggota i

g. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan

dalam Anggaran Dasar.

" BABVI
i PENGURUS
. . Paéq19
i Pangurus Koperasi delth dari dan oleh anggota dalarn suatu Rapat Anggota
(2) “rang dapat diplih menjadi pengums ialah mereka yang* memenuhi syarat-syarat
| E'Jbagﬁl beriku & ,
Ji5= a-Mampunyal sifat kejujuran dan ketrampllan kerja.

b. Mempunyai pengertian tentang perﬂnparasmn g+
-:: Mempunym tanggung jawab dan kesempatan untuk memajukan dan mengurus]
_ Koparam , : '
(3) Sebelum memulai memangku jabatanya, anggota pengurus mengang:{at sumpah

atau !anjl

_ 'i Pasal10
(1) - Anggota pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
(2) . Anggota P'e.ngun.;s yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kemball.
(3) Bilamana seseorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabataanya: habis,
f sedang[-r.an pengisisan : kekcsungan sangat dlper[ukan maka Pengurus yang lain
yang masih ada dapat mgngangl-gat gantinya dalam suatu Rapat Pengurus, akan .
- tetapl penggantian itu dirl'nintakan pengesahan kepada Rapat Anggota yang akan
dat'ang.l ' \ ' “ e

: _ Pasal1l . S ‘ “
(1)  Jumlah personel pehlguri.ls sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari
a. Ketua. - |
b. Sékretar[ai

c. Bendahara. : :

(2) Mulai berlaku dan berakmrnya masa jabatan Pengurus dibuktikan dengan catatan _
dalam Buku Daftar Pengurus. . _ : ""':hi\ ﬁ

' e

| S

Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG" S 5-.." ;
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(1)

(2)

(1)

(2)

fﬂ-*f'vf:h.n

BAB VII _
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal12

Pengurus berkewajiban untuk : . ]

a. Memimpin urganisam dan mengelo[a Koperas[ sesuas dengan Rencana I-cerja dan
Rencana Anggaran F’En:dapatan dan Belanja Kaperasi yang telah disshkan cleh
Rapat Anggota. | '

b, Mengajukan Rancangan Rencana Kerja serla Rancangan Rencana Anqgaran

Pendapatan dan Belanja Koperasi.

Menye[enggarakan Ra;ﬁat Anggota.

_Mengajﬁkan iépnrén keuangan dan prtanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Menyelenggarakan pembukuan, Reuangan dan inventaris secara tertib.

Meme[ihara Buku Daﬂarﬁnggota dan Pengurus.

; Melaksanakan pengawasan tarhadap segala kegiatan penge‘ulaan Koperasl dan

atau manajer / pengelolanya.

h. Hasil pengawasannya harus dilaporkan kepada Rapat Anggota dan Pemermtah

Pengurus berwenang :

a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

b, Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentj_an'

anggota sesuai denagan ketentuan dalam Anggeran Dasar dan peraturan lainnya
yang mengatur tentang keanggotaan. : :

c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi
sesuai dengan tanggung jaiwabn:;fa Rapat Anggota.

i Pasal 13

Pengurus bertanggung jawab mengenal segala kegiatan pengelolaan Keperasi dan

'usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Fengums tidak menerima .gaji, akan tetapi dapat d|henkan u:aﬁg kehormatan menurt

' keputusan Rapg—;t Anggata.

(1)

(@) |

Ty . Pasal 14 |
Pengurus :wajib mengadalkan cata_tan pada kesempatan pertama dalam buku Daftar
Anggota tentang masuk dan / atau berhentinya anggota.

Pengurus harus mengacdakan catatan pada kesempatan pertama tentang mulai dan

berhentinya jabatan Pengurus pada buku-buku yang telah ditentukan.

Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG" ; b
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{3) Setliap anggota Pengurus harus membgri bantuan kepada Pemerintah, Koperasi

- Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang diminta jasanya dalam melakuakan

tugasnya dan ia diwajibkan Utk memberi keterangan yang diperiukan dan

| memperiuhatkan segala buku warrcat persediaan barang, alat- alat perlengkapan dan
uang Koperasi,

(4) Setiap anggcta pengurus harus berusa.ia agar pemerikasaan sebagai tersebut

| dalam ayat |:3} pasal Ini, tidak diperdambat balk sengaja atau t|da‘< oleh Anggcta

Fengurus.

Pasal15 .
(1)  Pengurus diwajibkan mencatat setiap kegiataﬁ di dalam buku yang telah ditentukan.
(2) Pengurus wajib "membaﬁtahﬁkan iépcr_an kepada anggota 'tisp kejadian yang
mempengaruhi jalannya Koperasi, : '

(3) Pengurus wajib rrm=:mberi lapcran kepadzi Pemerintah téntang keadaan selr.ta'
perkembang-an organisasi dan’ usaha-usahanya sekurang-kurangnya 2 (dua) Kall
setahun. | : : | | |

(4) Pengurus wajib memberitahukan kepada setiap anggota atas segala laporan
Pumerikasaan Koperasi. | .

(5) Pehgum'slgiiwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar ini,. Anggarén
Rumah'T:}hgga. Peraturan khusus dan keputusan Rapat Anggota diketahui dan . |
dimengerti oleh segenap fanggota.

(6) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah
segala hal ya’ng menyebabkan timbulnya perselisihan paham.

(7) Persehslhan yang t:mbul karena hanya kEpentmgan khusus Koperas| atau da!am
hubungan sebagm anggeta harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan dameu
tanpa memihak kesalah-satu pihak. ' ;

(8) Pengurlus harus melaksanakan segala ketentuan da!élm Anggaran Dasar ini,

Anggaran Rumah Tangga Koperasa Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat
Anggota. L™

Fasal 18 .

(1) ' Pengurus baik bersama-sama maupun sendir-sendii menanggung kérugian 'yangl
diderita Koperasi, karena tindakan yang dirakukén' dengan ‘ kesengajaan atau
kelalalannya ' £

(2) Cisamping penggantian k&rugran tersebut apabila tindakan itu dilakukan dengan *

kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melal{ukan e

penuntutan,

Angearan Dasar KSU “BMT TUMANG™
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Fasal 17 _
(1) Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh merangkap jabatan Pengurus pada
Koperasi Primer Sejenis, kecuali pada Koperasi tingkat sekunder.
(2) ' Apabila anggota Pengurus Koperasi ini terpilih menjadi Pengurus Pusat, Gabungan
atau induknya, maka'yari.'g bersangkutan harus me]epéskan jabatannya selaku
anggota Pengurus Koperasi ini.

|
Pasal 18

(1) Setelah- tahun bL:IkLI Koperasi ditutup, paling lambat 1 {satu) bulan sepe[um
disetenggarakarin}r'a Rapat Anggeta Tahunan, Pengurus menyusun Laporan
' Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya : :
a. Perhitungan tahunan yang terdiri darl Neraca Akhir Tahun Egku yang baru lampau

dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas
ﬁnkumen tersebut. ‘ i ¥
t:g'_. Kea&aafan dan usaha Kcperasi serta hasil usaha y'rang dapat dicapai. ,
(2) a. Lr'a}:u::rar-'tI Tahu_n_an sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tandatangahi
oleh semua anggota pengurus.
b. Apahita salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan
tersebut, anggota yang bersangkutan mengjelaskan alasanya secara tertuls.
(3) Persetu;uan terhadap laporan taiiunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan,
merupakan penerimaan’ pertenggung jawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

v ~ BAB VIl |
! | | ' PENGAWAS

| . Pasal 19
(1) .Rapat Anggota dapat mengar‘fgkat Pengawaé yang ditugasi untuk méla_kuﬁan
itindakan pengawasan pengelu[a Koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus. § =

. '{2}' Hak dan kewajiban diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Hhuls.us
-'-(3} Dalam hal Fengurus mengangkat Pengelola/Manajer, Pengawas dapat duadakan

seicara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat
Arnggota. : - o
(#) Pengawas dalam fungsi pengawasannya dapat mengangkat Pengawas Manajemen

dan Pengawas Syari'ah.

Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG" | t : . g EH A
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(1)

(2)

(3)

(4j

()

1(8)

(1)

1(2)

(3)
(4)

(5)

BAE IX (i
| RAPAT ANGGOTA
PO ( Pasal20
‘Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggl dalam Koperasi,

I

| Setiap anggota mempunyai hak satu suara dalam Rapat Anggota.
Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kall dalam setahun.
Rapat Anggota dapat diadakan . '

~a. Atas kehendak pengurus. :
b. Atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota.

. c. Atas kehendak Pemérintah.

Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-

kurangnya 7 (tujuh) hari terlebii dahulu kepada anggota-anggotanya.

Undangan Rapat Anggcta Tahu'nant harus disertal Laporan Neraca dan Perhitungan
| Hasil Usaha Tahunan harus dlkmmkan oleh Fengurus kepada anggma dalam wakiu

sekurang-lcurangnya satu minggu sebelum rapat

Pasal 21
Rapat Anggota sah apabila dihadiri anggota dengan ketentuan sebagai berikut -
‘a. Jikalau. Koperasi ini rﬁempunyai anggo{a-sampai- dengan 50 (lima puluh) orang,
quorum untuk Rapat Anggﬂta adalah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari
_umiah anggo‘tanya dengan mmlmal 20 (dua puluh)-crang. !

b. Jikalau Koperasl ini mempunyau anggota 51 (lima puluh satu) .orang sampai

dengan 500 (lima ratus) orang:quorum untuk Rapat Anggota 20 % (dua puluh
persen) dari jumlah anggota dengan ketentu.an' jurnlah. minimal 30 (tiga Puluh)
orang { : ! ; s 1

c. Jikalau Kﬂperam ini mempunym 501 (lima ratus satu} orang keatas, maka quorum
untuk Rapat Anggota 15 % (hma belas pérsen) dari jumlah anggota dengan
ketentuanjumlah minimal 75 (tujuh puluh lima) orang. . .

Jika Rapat .ﬁ.nggota tidak dapat berlangsung karena tr:iak memenuhi ketentuan

sebagalmana d[maksud ayat (1) pasal ini, maka dapat ditunda untul_-r. paling lambat 14 "

(empat belas) hari bila.pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka
berlaku syarat-syarat seperi Rapathnggota dalam keadaan luar biasa. '
Dalam keadaan yang istimewa luar biasa maka Rapat Anggota sah amablla dihadiri
sekurang-kurangnya 20 % (dua'pulu persen) dar jumalh anggota.

Rapat Anggota Luar Biasa memgunya wewenang yang sama dergan Rapat__.m
LY LJ,F

Anggota sebagamana d:maksud dalam pasal 22.

Yang dimaksud dengan keadaan istimewa luar biasa dalam ayat 3 pasal |n} Eu:i-ﬁliz:{]r i,

ﬁtngg—aran Dasar KSU ”BMTTUNMNG"
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a. Apabila biaya uﬁtuk meng_a;!'d'akan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat
" memberatkan Koperasi atau, |

_ b. Apabila keadaan Negara atau karena peraturan -peraturan ketentuan-ketentuan
penguasa baik Pusat maupin setempat fidak memungknkén mengdakan rapat
anggota yang memenuh! persyaratn termasuk dalam ayat (1) pasal ini, atau

Apabila perubahan Anggaran Dasar harus' diadakan berhubung ketentuan
Undang- Undang atau perafqran-peraturan keiéqt,han-ketemuan pelaksanaan '

o .

atau,

d. 'Apabila pada saat diadakan I2apat Anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan’
demi kelancaran usaha Koperasi. dan/ atau karena untuk memenuhi ketentuan .
anggaran dasa'r sebagaian besar anggota tidar dapat meninggalkan pekerjaan
dalam ketentuan bahwa segala keputusan rapat an'ggma yang diadakan menurut
ketentuan ayat (3) hlanya‘ sah bila keputusan itu menéuntungkan anggota
dan/atau menyelamatkan perusahaan Koperasi.

(6) Képutuaan Rapat' Anggota sejauh mungkin | diambil berdasarkan hikmah
kebijaksanaan dalam pemusyav.*aratén.
: Dé[a‘m hal ﬁdal-:. tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara

24 terbanyak dari anggota yang hadir.
(7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada crang lain.

_ ' Pasal 22

(1)  Untuk mengubah Anggaran Dlasar haru:i diadakan Rapat Anggota Khusus yang
‘dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumiah anggota Koperasi
dan keputusannya harus disetujul oleh 3/4 (liga permpat) dari jumlah suara yang
hadir,

(2) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri

: oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat] dari jumlah anggola Knperaﬁi,
sedangkan keputusannya 3/4 (liga perempat) dari jumlah suara yang hadir.

(3) Jka perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan
Undang-Undang atau Peraturan-peraturan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, |

: maka Rapat Angdota sah menurut pasal 21 ayat (3) Anggalran Dasar inl
.. I v
. l Pasal 23 :
$egala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam sebuah Buku Daftar Berita Acara Rapat
dan ditandatangani oleh Ketua dan Penulis Rapat. i

#
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(1)

3)

(1)

(2)

(3)

' (4)

L

Pasal 24
Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam wakiu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah
tutup tahun buku,
Acara Rapat Ar#ggata Tahunan memuat antara |ain
a. Pembukaan. - . . _
b. Pembacaan dan'pengesahan Berita Acara Rapat Anggota yang lampau.

¢. Laporan oleh pengurus tentang Koperasi dan perusahaan dalam tahun buku

yang lampau dengan menyediakan Neraca dan perhitungan keuangan tahunan

serta bukti yang perlu.

d. Peng'esaha'n Rencana Kerja dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Koperasi
untuk tahun buku berikutnya dan peninjavan Anggaran belanja untuk tahun buku
yang berjalan. i

e. Penetapan pem.bagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pemilihan dan pengangkatan anggota Penguius (jika masa jabatannya telah
habis).

g. Penetapan uang kehormatan Anggota Pengurus

h. Tanya jawab / Usul-usul. |

i. Penutup. !

Neraca dan F‘e:rhitungan keuangan Tahunan dikiim oleh Pengurus 'kepada

Pemerintah dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan cleh Rapat Anggota,

BAB X
MANAJER
Pasal 25 |

Jka 'Repat Anggota memandang perlu, Pengurus dapal mengangkatl
manajer/pengelola, dan manajer diangkat oleh Pengurus yang diberi wewenang dan
kuasa untuk mengelola usaha berdasarkan 'Rapat Anggota, dan uniuk pengangkatan
manajer diatur lebih lanjut dalam Anggran Rumah Tangga dan [ atau Peraturan
Khusus.

Manajer diangkat dan diberhen’kan oleh Pengurus, serta bertanggung jawab kepada

Pengurus.

- Setiap Pengangkatéh manajer harus dibuatkan Surat Keputusan Pengangkatan

Manajer dan Kotrak Kerja Manajer.

Pengeloalaan usaha oleh Pengelola tidak mengurargi tanggung jawab Fengurus.

sebagaimana diteﬁtﬁkan'dalam pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar ini. =

£ LT
/-'-'-t..."/'" "'"-q..__' ..'r'
A
L
L

/:{/
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(5) Hubungan antara Manajer usaha dengan Penguius diatur dalam kenirak kerja yang'
merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 26
(1) Tugas Manajer [ :

a. Mengkoordinir, penyusunan strategi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.
masing-masing bagian yang berada d'li_::awah tanggung jawabnya, kepada
Pengu‘rus. '

b. M_fanyusun perencanaan yang tepat dalam- rangka F}embukuan usaha-usaha
baru. i ' '

c. _Me[?_ksanakan tugag-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana kerja dan
anggaran yang,djsTtu]uE Rapat Anggota serta pengarahan dan pengggﬁsan_yang
dilakukan éleh Pengurus,

d. Manghimpun'dan mengkoordinir para karyawan dalam pelaksanaan tugas-tugas :
bidang usaha.

e, Melaksanakan tugas-tugas pengurus yang telah dilimpahkan kewenangannya
kepada manajer.

(2) Wewenang Mana;er:

a. Atas persetujuan tertulis dari Pengurus, manajer menandatangani surat-surat
barharga dengan baik dan mengesahkan pengeluaran-pengeluaran’ sejumiah’
uang atau barang teﬂentu :

b. Manajer dibantu oleh ' 'staf administrasi keuangan, 'menyelenggéra}c’an
.administrasi uang dan barang inventaris secara terib dan teralur seria
mengambil .Iahgkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang
ke_luar'ma_sui-: untuk manghindérk_an kerugian Koperasi.

. ; i Pasql'z?
| (1) Hak Manajer :
a. Mendapatkan penghasslan dan gaji yang Iayak ]
b.. Meng:kutl pendldlkan baik yang diadakan oleh pemerintah maupun Garakan
I Koperasi atau lembaga-lembaga lainnya. : . '
B 'Meﬁgéngkat dan memberhentikan Raryawén ata-'s persetujuan Pengurus

d.” 'Merigajukan-pembelaan dln atastuduhan-tudunan yang dltUJukan kapadanya

(2) Kewajiban Manajer: ‘ - | , : K .:*1\ I
a. Memperhatikan sehdp ketemuan atau peraturan yang berhubungan dengan o 2
pengemlaan usaha Kmperasn : :

Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG" ) ol . B bt
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3)

b4}

(5)

(1)
(2)

.I. _ ) . g

. b. Mengdakan pertemuan secara berkala diantara karyawan beserta kepala-kepala

unit atau bagian bersama Pengurus.

c. Membuat [aporan secara rutin kepada Pengurus.,

Tanggug jawab Manajer : |

a. Bertanggung jawab penuh kepada Pengurus atau semua 'tugas yang
dTImeahkan kepadanya ,

b. Manajer hertanggung jawah secara pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh
kelalaiannya atau kerugian yang disebabkan cleh EEQiatan yang tidak digariskan
oleh Pengurus. I '

Manajer berhenti kfarena :

| a. Meninggal dunia.

b. Atas pgrmin’taén'sendiﬁ,

' ¢. Masa jabatan habis sesuai dengan kontrak kerja.

. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memnuhi lagi sebagai mangjer,

€. Dipecat oleh Pengurus karena mencefnarkan nama balk Koperasi dan
melakukan penyimpangan- -penyimpangan dari ketanluan yang berlaku..

Hal-hal yang belum diatur mengenai manajer dalam Anggran Dasar ini, akan dlatur

lebih lanjut dalam Anggaran Rurlnah Tangga dan atau Plera;uran Khusus.

: Pasal 28
Untuk pengelolaan simpan pinjam Pengurus wajib mengangkat Manajer Khusus Unit
Simpan Pinjam dan tidak boleh'merangkap jabatan eksakutif lainnya.

Fengelolaan unit simpan f.:iinjam harus terpisah dengan unit usaha yang lainnya.

BAEB Xl
FEMEINAAN
Pasal 29 :
Pembinaan Koperasi merupakan wewenang danl tanggung jawab Pemerintah,

Femerintah mencipt'ak.an dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong
pertumbuhan dan permasyarakatan Koperasi,
Pemerintah memberikan bimbingan, I-:Hmu:fahan dan perlindungan kepada Koperam

BAB XII
PEMBUKUARN
Pasal 30

Anggaran Dasar KSU "BMT TUMANG"
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(1) Koperasi wajib menyelenggarakan Pembukuan tentang perusahaannya menurut
contoh yang dltetapkan atau dlEEtLlJUl oleh peqabat atau menurut Akutansi (Standar
Akutansi Koperasi). '

(2) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku mcngadakan perhitungan keuangan,
néraca dan perhitungan hasil usaha. _ ' '

(3) Tahun buku perusahaan Koperasl bEI‘JE|a['I. darl 1 Januari sampai- dengan 31
_Desember dan harus disusun paling lambat 1 (satu) bulan sebelumm’ Rapat Anggota
Tahunan. | | | -
BAB Xl

AUDIT
Pasal 31

1 (1) _Koperas1 berkpwapban setiap tahun sekall mengadakan audit atas dirinya.

"I (2) 'Koperasl da1am pelaksanaan audit, atau kantor Akuntan Publik yang ditunjuk setlap

tahunnya sebelum pelaksanaan. Rapat Anggota Tahunan pada tahun buku yang

_ berﬁangkutan
(3) Biaya pelaksanaan au:ht d|anggarkan dalam rencana Pendapatan dan Bélanja
Koperasi dan Pembagian SHU. '
; Pasa 32
Pejabat dapat- melaksanakan pemerikasaan apabila Koperasi mendapaikaﬁ kredit,
pinjaman dan kemudahan kemudahan serta fnsilitas lainnya dan Pemerintah, pemeriksaan:
dimaksud diarahkan kepada pengelolaan dan pzmanfaatannya sekaligus memberikan’

bimbingan dan konsuitasi.

BAB XIV
PERMDDALAN
= Pasal 33
(1)  Koperasi mempunyal modal sendir dan medal pmjarnan
a. Kekayaa_ri bersin dapat berasal daari Simpanan F’oknk Slmpanan Wayb
cadangan dan hibah, |
b. Modal 'pInjaman ﬂap'at berasal dari anggota, Koperasi lainya dan atau
anggn‘tanya BantdLembaga keuangan dan sumber-sumber lain yang sah.
| (2) Rapat Anggcta menetapkan jumiah setmgg| _tingginya yang dapat disediakan
sebagai uang kas dan selebihnya dengan seyera harus disimpan atas nama e

Kopefasi pada Koperasi pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemenntah ata

‘Bank lain. ' _ : Fis

Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANGT
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£3) .Simp.-_anan sebagafmana diatur dalam ayat (2) diatas, penyirﬁpanannya dilakukan
dan ditaridaténgéni oleh sekuréqg-kurangnya 2 {dga}' orang anggota Pengurus
dan/atau Pegawal yang ditunjuk Pengurus, untuk pelaksanaanya diatur dalam
.. Anggran.Rumah Tangga. 1 ° , ' :
| (4) 'Uang ke]ablhan yang dfsfmp‘an Ity hawa dapat diminta- kembali dengan buktl
pangembahan yang dnanda‘tangam olek sekurang kurangnya 2 (dua) orang
anggota pengurus, atau salah .seorang pegawal yang ditunjuk oleh Pengurus untuk
pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(5) : Koperasi dapat melakukan perﬁubukan modal yang berasal dari fnudsil p&nyertaén'
yang diatur dengan peraturan Pemerintah. '

BAB XV
SIMPANAN ANGGOTA
Pasal 34
(1) Setiap Anggo‘a'harus menyimpan atas namanya pada Koperasi Slmpanan F‘okoh

.yang besarnya akan :htetapl-can oleh’ Rapat Anggota Tahunan dari wakiu ke
wakiu,yang pada. wakiu keanggotaan diakhiri merupahan suatu tagihan atas
ch‘erési sebesar jumlah yang sama, jika perlu dikurang'i dengan bagian
tanggungan kerugian. ' |

{2) _: Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus.

: (3) Tiap‘IIanggnta yang akan mengangsur '.simpanan pockok harus menyatakan
kesanggupan itu se-::.ara tertulis. ;

(4) Setiap anggota d1wa]|bkan untuk membayar simpanan wapb atas namanya pada
Koperasi sebagalmana ditetapkan dalam anggaran rumah tangga/peraturan
khusus. .

(5) Setiap'anggdta digiatkan untuk mengadakan éfmpanan sukarela atas namanya

pada Koperasi menurut kehendaknya sendiri secara deposito maupun secara giro.

h Pasal 35 .
(1) . Uang sTmpanan pokok hclak dapa‘: dmmtn[ kembali selama yang bersangkutan

masih menjadi anggota:
(2) Uang 5|mpanan waljib tidak dapat diambil kemba[: seia*r‘la yang barmngkutan masm

| menjadi angga*a !
- (3) '-Uang simpanan sukarela yang merupakan deposito dapat d|m|nta kembali'menurut ﬁ

==

e
peraiuran khusus ‘atau perjanjian dan yang merupakan grrc dapat d|m|nt§ kembah o =,

seliap waktu.

| Anggaran Dasar KSU "BMT TUMANG”
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.

Jika diperlukan Koperasi 'dapat mengadakan simpanan khusus yang diatur dalam
peraturan khusus Anggaran Rumah Tangga.

|
Pasal 36

Apabila keanggctaan berakhir menurut pasal 6 uang simpanan pokok dan ﬁang simpanan

wajib akan dikembalikan kepada yang berhak dengan ketentuan sebagai ber]k!.lt:

4,

Jika keanggotaan berakhir karena meninggdl dunia (pasal 6 huruf a), uang

Simpanan Pokok dan uang Simpanan Wa]itq setelah dipotong dengan bagian

tafnglgungan yang ditetapkan dikembalikan kepada ah]i,wér]s yang t:r_erhak'u'éngan

segera dan se[ambrat—l‘amhé'tnya satu bulan setelah kematian. |

Jika keanggotaan berakhir kar&na perm:maan sendiri (pasal 6 huruf b) atau
diberhentikan {pasal 6 huruf ¢) uang Simpanan Pokok dan Simpanan Waijib setelah
dipotong dengan bagian tanggungan yang dttetapkan dikembalikan kepada bekas

anggota dalam waktu sa*u bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan

datang. '
Jika keanggotaan berakhir karena dipecat (pasal 6 huruf d) uang Simpanan'lPdkck

 menjadi kekayaan Koperasi dan pengambilan Simpanan Wajib diserahkan kepada

keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang

mengakibatkan pemecai:a'nnya.

BAB XVI
SISA HASIL USAHA
- Pasal 37 _
Sisa hasil usaha yaitu pendapatan perusahaan Koperasi yang dipercleh dalam
suatu tahun buku dengan dl‘kuranlg[ penyusutan dan kewajiban lainnya t_er;ﬁasuk'l_
pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, -
Besarnya Pembagian Sisa Hasil Usaha adalah sebagai berikut :

a Dana Cadangan Usaha ' ' 10%

b. Dana Cadangan Pemupukan Moda * : 20%

¢. Dana.Jasa Anggota / SHU : 35%

d. Dana F'er;gurus P 75%

e. Dana Pengelola / Manijer : 75% -

f.-Dana F"E.-r;dlr:!lkanu . G

g. Dana Pembangunan PerKoperasian ~ : 25% Y ey
h. Dana Sosial : i 7.5% : J:-%-f'. Sh
I

Dana Audit Y £y = LIS
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(3) Pengguanan Dana-dana dalam ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

berdasarkan keputusan Ra pat ﬁknggota

Pasal 38 ,

(1) Dana cadangan adalah kakayaan Koperasi yang diperoleh dari penyislhan Sisa
Hasll Usaha, yang dimagsudkan untuk memupuk modal sandlrl dan untuk menulup
kerugian bila dlpeﬂukﬂﬂ sehingga tidak boleh duba;nkan antara anggola kecuall
akibat pembubaran.

(2} ‘Rapat anggota dapat, memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan pal[ng
tinagi 75 % dari jumlah seluruh cadangan untuk pemupukan modal sendirl.

(3) Sekurang-sekurangnya 25 % dari Dana Cadangan harus disimpan atau dideposito- |

kan terutama pada Bank Pgmarintah.

BAB Xvill ,

TANGGUNGAN ANGGOTA . ARG, N

~ Pasal 39 " ;

(1) Bilamana cheras[ dtbubarkan dan pada panymesatannya tarnyata bahwa
kekayaan Koperasi tidak mencukupl untuk melunasi segala perjanjian dan

Y L

kewajibannya, maka yemua anggota diwa]ibka_n menanggung kerugian itu masing-

masing sebatas simpanan pokok, simpanaﬁ wajib,dan modal ﬁenyartaan yang ',

dirmiliki. | ' :
(3)  Segala persoalan mahenailpenentuan tindakan atas kejadian ﬁrang menyebabkan

Eerugi_:an diselesaikan menurut hukum yang berlaku, dengan memperhatikan pasal

40 ayat (2) anggaran Dasar ini. i

BAB XIX
JANGKA WAKTU
. Pasal 40 :
(1) Kope;as[ dinyatakan layek menyelenggarakan kegiatan usahanya sete1ah |
mendapatkan. pengesanan sebagal Badan Hukum oleh Pemerintah sesuai dengan
~ keteptuan Undang- undang '
(2) Dalam. hal Badan Hulcum Kuperasi melaksanakan kegiatannya, apah[la tarjadl

perubahan Rebuaksanaan dan atau peraturan :,fang berlaku.

{3) Koperasi dinyatakan hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Ko erasl_:-_-a-ﬁ
. i A it ool
tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. : "‘--""r--f

(4) Koperasi ini didirikan dalam jangka waktu y'ang tidak terbatas.

i
Ancraran Dasar ¥5U “BMT TUMANG”



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lo

"BAB X
SANKSI
Pasal 41 | : ,
a, Anggota Koperam yang tidak aktif daiam kegiatan usaha sebagamana dsatur
'dalam pasal 7 ayat (3.b) Anggaran Dasar inj, tidak mendapatkan baglan Sisa

Hasil Usaha yang berasal dari kegiatan Usaha,

b, Bilamana terjadi persengketaan antara anggota sehmgga kebersamaan
berdasar-kan atas azas kekeluargaan tidak dapat berkembang dan t&rpellhara,
maka pengurus memanggil . piﬁak=pihak yang bersengketa - untuk
dlmuayawarahkan guna mencapai mufakat. '

c. Jika persengk&taan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} b pasal ini tenadl
antara Pengurus dengan anggota atau pepgurus dengan pengunis maka

musyawarah itu dlplmﬁllﬂ oleh Pemerintah.

d. Jika musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b pasala ini fidak

mencapal mufakat, maka pengurus dan atau anggota dapat minta diadakan
Rapat Anggota Luar Biasa. Dalam Rapat Anggota Luar Biasa q;lpat dilakukan
pemberhantiah terhadap salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa,. |
e. Pihak yang dibarh.enﬁkan karena kesé]ahannya,' harus membayar ganti rugi yang
diderita Koperasi akibat adanya persengketaan tersebut. | .
Anggota yang tidak hadir dalam suatu Répai Anggota tidak dapat diwakilkan

suaranya,

Pasal42 ' ...
Sanksi Pengurus &

a. Pengurus KGPETEE[ yang ﬂdak melaksanakan kewaybannya sabagalmana diatur
dalam pasal 15 ayat (3} dan ayat (4) Anggaran Dasar ini, dapat diminta

pertanggung Jawabannya dalam Rapat Anggctafﬁapat ﬁngguta Luar biasayang .

diselenggarakan untulk itu,

b. Jika tindakan pengurus cleh Rapat Anggota d[nl.EE.ll meruglkan Kuperasi maka
anggota pengurus yang merugikan dapat diberhentikan darl kedudukannya
sebagai pengurus. : '

¢, Jika Pengurus me!énggar_ ketentuan dalam
Pasall12ayat (1) a,b,c ddanf:
Pasal 12 ayat (1) ¢
Pasal 15 ayat (8) : _
Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3): - | i
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Anggaran Dasar ini  dan/atau menyalahgunakan  kepulusan Rapat
anggota/Rapat anggma Luar Biasa, Pengurusnya yang barsangkutan akan '
diber-hentikan dari hedudukannya dan ''mengganti kerugian yang didirta
Koperasi, kewajlbaq mengganti kerugian itu tidak berlaku bagi anggnta Pengurus
yang mampu membuktikan diinya tidak bersalah dalam Rapat Anggbtafﬁa_pgt
anggota Luar biasa. '
d. Jika Pengurus melanggar dalam ketetntuan :
Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), '
Pasal 15 ayat (1),
Maka secara organisasi pengurus d:mmtaj penanggung Jawabannya dalam
Rapat Anggota. '
(2) Apabila Pengurus/Pengurus Harian melanggar larangan te.ntang perangkapan
' jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (3) akan diberhentikan dari
kedudukan-nya sebagai pengurus dalam Koperasl talréebut dan mempertanggung-

jawabkan tugas pekerjaannya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
i8] Rapat Anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu bila trarbukt[ bahwa:
a. Pen_:ji.:rus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi. '
b. Pengurus tidak menaall undang-undang che;asi serta peraturan- .
peraturan/keten-tuan-ketentuan pelaksanaannya. ' : y
c. Pengyrus baik dalam sikap maupun‘t[hdakan-findakannya menimbulkan per-
tentangan dalam gerakan Koperasi.
- d, Pengurus, baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menentang
Pemerintah, Pancasila dan Uandang-Uandang Dasar 1945,
|‘asal 43 :
Sanksi Manajer
Apablla Pengurﬁs.mengangkat Manajer cebagai diatur dalam pasal 25 ayat (1)
Angaaran Dasar ini, maka sanksi manajer dalam perjanjian kerja antara pengurﬁs dan’
manajer yang diatur lebih lanjut Anggaran Runsah Tanggé atau Peraturan Khusus,

BAB XX |
"PEMBUBARAN
Pasal 44 .
(1) Dengan mlamperhatikan pasal 22 ayat (2} Anggaran Dasar inl, maka Rapat
o
" Anggota Khusus dapat mengambll keputusan untuk membuharkan Kﬂperasa ml, :ﬁ,\\
| | . . ; Q*?} ﬂ
T
o -TI.‘.II‘_',*I';?}‘:
Anggaran Dasar KSU “BMT TUMANG” ' T 'l{\ \ T
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(2) Keputusan tersebut dalam ayat (1) ‘pasal ini H:E!_rlu's diberi tahukan secara tertulis .
kepada semua kreditur dan pemerintah dan disertai dengan berita acara ;;ar_lg
antara lain memuat : I | j

| a, Tanggal, 1empat dtadakannya Rapat 'r'(husus iersebut

. .i:: Jumlah anggota danjumlah anggota yang hadir :

.&. Acara Rapat: i

d. Alasan pembubaran Koperasi :

e. Jumlah suara yang seteju dan yang tidak setuju terhadap pembubaran.

. f. hasil keputusan Rapat Anggota Khusus.

Pasal 45 ' o l

Pemerintah, dapat membubarkan Koperasi menurut prosedur yang d1tentukan da1am : |

Undang-Undarig Koperasi apabild : .

a Te'rda;f:at hukti-bukti bahwa Koperas| tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam

Undang-Undang. i

b. Kegiatan-kegiatan Keperasl bertentan.;an dengan keterlibsn umum. dan/atau kesusi-
laan. '

. ¢c. Koperas| dalam keadaan sedemikian rupe sehingga tidak da'pat diharapkan lagi ke-

langsungan hidupnya.

- Pasal 4€

(1). Pemerintah mengangkat seseorang atau beberapa orang penyelesal 'yang

mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi sert_:a-meiwa- '

" Kiiinya didepan dan diluar pengadilan. & 1

b, Mengumpuikan segala keterangan keterangan }rang dlpeﬂukan :

G Meman&g:l pengurus, Hnggota dan-bekas Anggota termaktub dalam pasal 5,
Anggara Dasar baik satu persatu atau bersama-sama,

d. Menetapkan jumlah tanggungan kerugian yang harus dibyar cleh masing~mas1ng
anggota sebatas simpanan nokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang
dimliki.

‘ Mempargunakan sisa kekayaan untuk menyalesmkan sisa kewajiban Koperasl

=h —p

h‘enetapxan penyr‘npan dan penggunaan segala arsip Knperam
g. Menetapnan pemhayaran heaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaraﬂ !

'l." M
11_

hutang lainnya.
-..:,
h. Setelah berakhir penyclesa'aﬂnya rmienurut ;anglca waktu yang di tetapkan c:leh 4

Pemerintah, mamaipenyelesm membuat berita acara tentang penyelefselan rfu ]
' ! : = q--.:- I
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| {2y Pembayaran biaya penyeles;aian itu didahulukan dari. pada pembayaran hutang

‘ |E|i|'l}"El,

I : e . BAB XI
PERSELISIHAN
Pasal 47 . :
(1) Setiap perselisihan yang fimbul dalam: penyelenggaraan Koperasi diselesaikan
secara Intern h‘te!a[ui musyawarah pengurus dan Rapat ﬁ.nggoi_‘.a.
(2) Apabilla tidak dapat diselesalkan menurut ketentuan ayat (1), maka penyele-aiannya
dépat minta bantuan pejabat yang berwenang a‘as persetujuan Rapat ﬁnggatal
[Sjl Selanjﬁfnya atas perseliéihar‘} yang lidak dapat diselesaikan secara musyawarah

adan mufakat sesua@ a}at {1) dan (2), maka akan diselesaikan menurut ketentuan

yang berlaku atas persetujuan Rapat Anggota. _ |
BAB Xl
P ENU T.U P
Pasal 48
Hal-hal yang belurn dimuat dalam Anggran  Dasar ini, diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.
Demikian, Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha "BMT TUMANG! (KSU "BMT

TUMANG") ini ditetapkan dan di tandatangani oleh yang diberi I-cuasél penuh oleh Rapat

Anggota Khusus Perubahan Anggaran Koperasi tersebut.

PENGURUS KSU “BMT TUMANG"

.........
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